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RINGKASAN EKSEKUTIF

o Berdasarkan Peraturan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat, tugas Kementerian PUPR adalah menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden
dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

e Dalam lingkup Departemen, penjabaran tugas tersebut dipertegas melalui Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2020 Tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

e Dalam lingkup Satuan Kerja, penjabaran tugas tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum nomor 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan
Sendiri;

e Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kinerja Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan
Nasional Jayapura merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja dari Perjanjian
Kinerja Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun 2024;

e Realisasi tingkat capaian masing-masing output di Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan
Nasional Jayapura sebagai berikut:

1. Tingkat capaian kinerja output Jumlah Jumlah Layanan Perencanaan dan
Pengendaliadan dari 15 Layanan yang direncanakan, terealisasi 15 Layanan dengan
kualitas kinerja 100,00%;

2. Tingkat capaian kinerja output Jumlah Layanan Umum dari 1 Layanan yang
direncanakan, terealisasi 1 Layanan dengan kualitas kinerja 100,00%;

3. Tingkat capaian kinerja output Jumlah Layanan Perkantoran dari 1 Layanan yang
direncanakan terealisasi 1 Layanan dengan kualitas kinerja sebesar 100,00 %.

4. Tingkat capaian kinerja output Jumlah Jumlah Layanan Sarana Internal sebesar
100,00% dari 6 Layanan yang direncanakan, semuanya dapat terealisasi;

e Rata-rata Capaian Kinerja untuk seluruh output yang mendukung capaian Rating
Kondisi Jalan Nasional dan Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR di Satuan
Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar
100,00% dan termasuk dalam kategori capaian kinerja Sangat Memuaskan;

e Ditinjau dari aspek keuangan, DIPA Tahun Anggaran 2024 di Satuan Kerja Balai Pelaksanaan
Jalan Nasional Jayapura berdasarkan Revisi PK yang dilakukan bulan November 2024 adalah
sebesar Rp 32.224.541.000 Pada akhir tahun anggaran 2024 DIPA Revisi Satuan Kerja Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura adalah sebesar Rp 29.760.014.000 Realisasi
keuangan secara total Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 29.581.369.000,-



o Beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan Tahun Anggaran 2023 diantaranya
sebagai berikut :

a. Faktor SDM Jumlah dan keahlian SDM teknik yang belum memadai.

b. Peralihan system keuangan dari SAS (Sistem Aplikasi Satker) ke SAKTI (Sistem
Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi)

c. Terlambatnya update progress pada e-motoring.

e Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi kendala di atas adalah sebagai berikut :

a. Satuan Kerja sebagai unit yang paling berperan dalam capaian Kkinerja wajib
berkomitmen dan memperhatikan target yang telah ditetapkan pada awal tahun
sehingga meminimalisir masalah keterlambatan dari sisi administrasi dan progress
pekerjaan.

b. Disiplin melakukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai
upaya kontrol kinerja Satuan Kerja agar jika ditemukan permasalahan dalam
pelaksanaan di lapangan dapat segera dicarikan solusi sehingga target penyerapan
anggaran dan pelaksanaan pekerjaan dapat terealisasi dengan baik, tepat mutu, dan
tepat sasaran. Catatan untuk kondisi di masa pandemi, bisa dilakukan secara online
menggunakan aplikasi Zoom;

c. Masukan kepada petugas e-Monitoring dan juga PPK untuk aktif saling
berkoordinasi sehubungan dengan rutinitas kebutuhan updating progress di e-
Monitoring dan penetapan angka target rencana fisik dan keuangan masing-masing
kegiatan yang terencana dengan baik dan logis di masing-masing Satker;

d. Proses perencanaan dan pengukuran Kkinerjanya, maka dipandang perlu untuk
menerapkan secara konsisten seluruh elemen SAKIP agar penyusunan dan
pelaporan LKIP, baik LKIP Satminkal maupun Unit Kerja, dapat lebih disempurnakan
lagi untuk peningkatan penerapan SAKIP dimasa mendatang.

e Penyusunan dan pelaporan kinerja di lingkungan Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan
Jalan Nasional XVIII Jayapura pada tahun 2023 telah berjalan cukup baik sesuai dengan yang
diharapkan karena keseluruhan elemen SAKIP sudah dapat diterapkan. Penerapan SAKIP
yang baik tersebut akan sangat berperan dalam meningkatkan perwujudan budaya berbasis
kinerja di lingkungan Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura guna

mewujudkan good governance yang dicita-citakan.
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BAB 1

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintahan, setiap entitas akuntabilitas kinerja secara berjenjang mulai dari
Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, Entitas
Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga wajib untuk menyelenggarakan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematik dari
berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,
pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi
pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Sejalan dengan peraturan tersebut, sebagai upaya konkret dalam mewujudkan akuntabilitas,
transparansi dan produktivitas kinerja, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
selaku entitas Kementerian juga menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah secara selaras dan sesuai dengan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan. Hal ini ditegaskan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai panduan bagi setiap entitas dalam
penyelenggaraan SAKIP untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
dan akuntabel serta berorientasi hasil. Adapun penyelenggaraan SAKIP yang tercantum dalam
Peraturan Menteri tersebut meliputi :

a. Rencana Strategis;

b. Perjanjian Kinerja;

c. Pengukuran Kinerja;

d. Pengelolaan Data Kinerja;
e. Pelaporan Kinerja; dan

f. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga dijelaskan
mengenai hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah
pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis

terhadap pengukuran kinerja. Adapun tujuan pelaporan kinerja ini adalah sebagai berikut:



- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang
telah dan seharusnya dicapai;

- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satker Balai Pelaksanaan Jalan
Nasional Jayapura untuk meningkatkan kinerjanya.

Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang
ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi dasar penyusunan Perjanjian
Kinerja. Selanjutnya Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi
Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian
Kinerja dan dilakukan secara berkala (bulanan) dan tahunan. Pengukuran Kinerja merupakan
salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin
adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan
melakukan Klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk
memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Kerja Balai Pelaksanaan
Jalan Nasional (BPJN) Jayapura ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang
terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai
upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satuan Kerja BPJN Jayapura dalam upaya peningkatan

kinerjanya kedepan.

1.2 Tugas Dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No.13/PRT/M/2020 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga dipimpin oleh Direktorat Jenderal
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Direktorat Jenderal Bina Marga
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam
melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Bina Marga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan nasional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan;
pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan konektivitas yang menjadi prioritas nasional;
d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang penyelenggaraan jalan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan
ketentuan

f. peraturan perundang-undangan;



g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan jalan;

h. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Marga; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 26/PRT/M/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Kementerian PUPR, BP]N Jayapura bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga
yang secara teknis dibina oleh Direktur terkait. BPJN Jayapura yang tergolong Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A memiliki tugas “Melaksanakan pemrograman,
perencanaan, pengadaan, pembangunan, preservasi dan pengendalian penerapan norma,
standar, pedoman dan Kriteria bidang jalan dan jembatan termasuk konektivitas
jaringan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, dan memiliki
fungsi sebagai berikut :

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pembangunan dan preservasi jalan dan
jembatan;

b. penyiapan, pelaksanaan, dan pengolahan data dan informasi jalan dan jembatan serta
verifikasi data jaringan jalan daerah dan verifikasi usulan pemrograman jalan daerah;

c. pelaksanaan studi kelayakan, survei, investigasi dan evaluasi perencanaan teknis bidang
jalan dan jembatan termasuk keselamatan jalan, daerah rawan bencana dan lingkungan;

d. penyiapan program, pengendalian dan pengawasan pengadaan lahan jalan nasional, jalan
bebas hambatan, dan jalan tol;

e. penyusunan rencana, program, dan anggaran penanganan jalan dan jembatan termasuk
sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK), serta lingkungan dan perubahannya;

f. penyiapan rencana dan dokumen pengadaan bidang jalan dan jembatan termasuk
penyusunan dan pengawasan penerapan analisis harga satuan pekerjaan bidang jalan dan
jembatan;

g. pengendalian dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan penanganan jalan dan
jembatan sesuai dengan kewenangannya;

h. sertifikasi laik operasi mesin pencampur aspal (asphalt mixing plant);

i. pengendalian pelaksanaan pekerjaan dan perubahan kontrak pekerjaan bidang jalan dan
jembatan termasuk evaluasi kinerja penyedia jasa;

j- penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jalan dan jembatan;

k. pengendalian penerapan sistem manajemen keselamatan Kkonstruksi dan lingkungan di
bidang jalan dan jembatan;

l. pelaksanaan pengujian, pemantauan dan pengendalian bahan dan hasil pekerjaan
konstruksi serta evaluasi terhadap hasil pengujian;

m. pelaksanaan analisis dampak lingkungan dan lalu lintas;



n. penyiapan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya
konstruksi penanganan jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol yang
dilaksanakan konstruksinya oleh pemerintah;

o. pelaksanaan koordinasi, evaluasi, dan pengawasan terhadap pembangunan jalan tol yang
dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol;

p. koordinasi dan pemantauan kegiatan operasi dan pemeliharaan jalan bebas hambatan dan
jalan tol serta koordinasi pelaksanaan uji teknis dan operasi jalan tol dalam rangka laik
fungsi jalan tol yang berada di wilayah kerjanya;

g. pelaksanaan program kelaikan jalan dan jembatan nasional termasuk uji laik fungsi;

r. pengadaan atau penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan pemantauan
bahan dan peralatan untuk jalan dan jembatan termasuk suku cadang sesuai dengan
kewenangannya;

s. evaluasi dan penerapan standar pelayanan minimal jalan dan jembatan;

t. penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi perencanaan teknis perbaikan
kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam;

u. pencegahan atau mitigasi dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang
berdampak pada jalan dan jembatan;

v. pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan;

w. penyediaan konsultasi teknik penanganan jalan dan jembatan pada jalan daerah termasuk
konektivitas jaringan jalan;

X. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja balai;

y. penyiapan bahan dan pendampingan dalam periode audit internal dan eksternal dalam
rangka penuntasan temuan terkait penanganan jalan dan jembatan; dan

z. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara
selaku unit akuntansi wilayah serta laporan Kkinerja pelaksanaan urusan tata usaha,
kepegawaian, keuangan, umum, barang milik negara, hukum, komunikasi publik dan rumah
tangga, serta koordinasi dengan instansi terkait.

Wewenang dan tugas Direktorat Jenderal Bina Marga Menurut Peraturan Menteri PUPR

No 06/PRT/M /2018 Tentang Wewenang dan Tugas DJBM, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan

Usaha Jalan Tol Dalam Penyelenggaraan Jalan adalah sebagai berikut :

a. pengaturan penyelenggaraan Jalan Tol;
b. pembinaan penyelenggaraan Jalan Tol;
c. pengusahaan Jalan Tol; dan
d. pengawasan penyelenggaraan Jalan Tol
Berikut ini adalah rincian wewenang dan tugas Direktorat Jenderal Bina Marga :

a. Pengaturan Penyelenggaraan Jalan Tol



- Pelaksanakan perumusan kebijakan;
- Pelaksanakan penyusunan perencanaan umum seperti penyusunan rencana umum
jaringan Jalan Tol dan pra studi kelayakan;
- Pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan.
b. Pembinaan Penyelenggaraan Jalan Tol
- Pelaksanaan perumusan standar teknik dan manual;
- Pelaksanaan pelayanan pemberian izin (pemanfaatan ruang milik jalan dan kegiatan
untuk kepentingan nasional) dan pelayanan sosialisasi serta informasi;
- Pelaksanaan pemberdayaan (pelatihan studi banding) umum;
- Pelaksanaan penelitian dan pengembangan umum.
c. Persiapan Pengusahaan Jalan Tol
- Pelaksanaan prakarsa pemerintah (pra studi kelayakan, skema pembiayaan,studi
kelayakan, dokumen amdal, dokumen perencanaan pengadaan tanah, dan
permohonan penetapan loksi.
- Prakarsa Badan Usaha
v' Pra evaluasi sistem jaringan dan kelayakan proyek
Rekomendasi kepada Menteri izin melakukan studi kelayakan
Evaluasi sistem jaringan dan kelayakan proyek
Rekomendari kepada Menteri izin prakarsa

Evaluasi dokumen amdal

AN NN N

Evaluasi dokumen perencanaan pengadaan tanah
v' Pelaksanaan permohonan penetapan
d. Pelaksanaan Pengusahaan Jalan Tol
- Pengusaha oleh pemerintah
v Pelaksanaan pendanaan konstruksi
v’ Pelaksanaan dan persetujuan rencana teknik akhir
v Pelaksanaan pendanaan
v’ Pelaksanaan pengadaan lahan
v Pelaksanaan Konstruksi (pelaksanaan fisik konstruksi, pengawasan lingkup
konstruksi, pengawasan mutu/spesifikasi teknis)
v’ Fasilitasi dokumen lelang investasi
- Pengusaha oleh badan usaha Jalan Tol
v’ Persetujuan rencana teknik akhir.
v' Pengadaan lahan.
v' Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan fisik konstruksi dan persetujuan

perubahan lingkup konstruksi.



€.
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v

Laik fungsi.

Evaluasi pemenuhan standar pelayanan minimal

Operasi dan pemeliharaan.

Perubahan sistem dan pengoperasian.

Persetujuan penambahan gardu, penambahan lajur, dan peningkatan struktur.
Saran dan pertimbangan penetapan tarif awal tol.

Evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri penyesuaian tarif tol.

Rekomendasi kepada menteri penutupan sementara.

Saran dan pertimbangan pengambilalihan sementara hak penyelenggaraan
karena kegagalan pengusahaan dan pelelangan ulang.

Saran dan pertimbangan pengamilalihan hak pengusaha pada akhir masa
konsesi.

Saran dan pertimbangan pengoperasian pada akhir masa konsesi

[zin pemanfaatan bagian-bagian Jalan Tol

v
v

Persetujuan pemanfaatan ruang milik jalan tol untuk utilitas,iklan dan lain-lain.
Rekomendasi kepada menteri pemanfaatan ruang milik jalan tol untuk
prasarana transportasi lainnya

Rekomendasi kepada pemda pemanfaatan ruang pengawasan jalan tol.
Dispensasi penggunaan ruang manfaat jalan tol untuk kendaraan dengan
angkutan berat/khusus.

Persetujuan pemanfaatan ruang milik jalan tol untuk pembangunan
overpass/underpass

Rekomendasi kepada menteri pemanfaatan ruang milik jalan tol untuk
pembangunan simpang susun.

Rekomendasi lokasi dan tata letak tempat istirahat dan pelayanan dan fasilitas

inap

Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Tol

Pelaksanaan pengawasan umum.




1.3 Struktur Organisasi Dan Sumber Daya Manusia

1.3.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Satuan Kerja BPJN Jayapura sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 berikut ini:

KEPALA SATUAN KERJA BALAI PELAKSANAAN

JALAN NASIONAL JAYAPURA

PEJABAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG
MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN
BELANJA/ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

I
PPKTATAUSAHA |

PPK PERENCANAAN DAN PEMANTAUAN |
PPK PRESERVASI DAN PERALATAN
PPK PEMBANGUNAN DAN PENGUJIAN ‘

PERINTAH PEMBAYARAN
|

PEJABAT YANG MELAKUKAN PENGUJIAN DAN

|
PETUGAS
ADMINISTRASI SPP

|
PETUGAS PENGUJIAN
SPP

|
PETUGAS PENERBITAN

DAN PENYAMPAIAN
SPM

ASISTENUMUM  ASISTEN TEKNIK ASISTEN ASISTEN
PENGAWASAN PERALATAN
BENDAHARA
| | ] I ]

PETUGAS PETUGAS PETUGAS JURU PETUGAS PETUGAS PETUGAS PETUGAS

PEMBUKUAN VERIFIKASI BAYAR VERIFIKASI VERIFIKASI VERIFIKASI VERIFIKASI
UAKPA UAKPB UAKPB UAKPB
PETUGAS PETUGAS PEMBUAT PETUGAS PETUGAS PETUGAS PETUGAS
SPPISPJIUP DAFTAR GAJI KOMPUTER KOMPUTER KOMPUTER KOMPUTER
UAKPA UAKPB UAKPB UAKPB

Gambar 1.3. 1 Struktur Organisasi

Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura




1.3.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan individu yang bekerja sebagai penggerak suatu
organisasi dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.
SDM merupakan faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dalam pengelolaan
suatu organisasi karena merupakan penggerak roda organisasi dalam mencapai dan
mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Oleh karena itu, produktivitas organisasi
sangat ditentukan oleh produktivitas SDM yang bersangkutan. Dalam melaksanakan kegiatan
sehari-hari BPJN Jayapura didukung oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan
total sebanyak 74 orang pegawai baik yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun
Pegawai Non ASN. Klasifikasi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia di lingkungan BP]N Jayapura
yang merupakan kekuatan penggerak kegiatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat
digambarkan sebagai berikut :
1.3.2.1 Klasifikasi Pegawai Beradasrkan Status Kepegawaian
Klasifikasi berdasarkan status kepegawaian untuk pegawai Satker BPJN Jayapura dengan

jumlah 74 orang dapat terlihat pada Gambar 1.2 sebagai berikut :

KLASIFIKASI JUMLAH PEGAWAI
BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

50+

37 ORANG 37 ORANG

\

Gambar 1.3. 2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN sama
yang ada di Satker BP]N Jayapura yaitu sebanyak 37 pegawai berstatus Non ASN dan 37
orang berstatus ASN. Untuk pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Untuk pegawai PNS
berjumlah 30 orang dan PPK berjumlah 7 orang..



1.3.2.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Secara keseluruhan total jumlah pegawai Satker BPJN Jayapura berjenis kelamin laki-laki lebih
dominan dari pegawai berjenis kelamin perempuan. Jumlah pegawai Satker BPJN Jayapura
(status pegawai ASN dan Non ASN) berjenis kelamin laki-laki sebanyak 43 orang dan
perempuan sebanyak 31 orang dapat terlihat pada Gambar 1.3 sebagai berikut :

KLASIFIKASI JUMLAH PNS

BERDASARKAN JENIS KELAMIN

PEREMPUAN

KLASIFIKASI JUMLAH PPPK

BERDASARKAN JENIS KELAMIN

43y

KLASIFIKASI JUMLAH NON ASN
BERDASARKAN JENIS KELAMIN

57

T

21 0RANG
16 ORANG

3 PEREMPUAN

43%

Gambar 1.3. 3 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Jumlah pegawai laki-laki berstatus PNS yaitu sebanyak 18 orang, sedangkan jumlah
pegawai perempuan berstatus PNS sebanyak 12 orang. Untuk pegawai berstatus PPPK,
jumlah pegawai laki-laki yaitu sebanyak 4 orang, sedangkan jumlah pegawai perempuan
sebanyak 3 orang. Untuk pegawai dengan status Non ASN, jumlah pegawai laki-laki yaitu

sebanyak 21 orang, sedangkan jumlah pegawai perempuan sebanyak 16 orang.

1.3.2.3 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan Kepegawaian

Pengelompokan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PNS maupun PPPK berdasarkan
golongan terlihat pada Gambar 1.4 berikut :

KLASIFIKASI JUMLAH PNS

BERDASARKAN GOLONGAN KEPEGAWAIAN

GOLONGAN I - = E
205

17 ORANG

GOLONGAN IV

KLASIFIKASI JUMLAH PPPK

BERDASARKAN GOLONGAN KEPEGAWAIAN

GOLONGAN V

Gambar 1.3. 4 Klasifikasi ASN Berdasarkan Golongan Kepegawaian

Berdasarkan diagram di atas, dari total jumlah PNS sebanyak 30 orang, PNS dengan Golongan
[II merupakan yang terbanyak yaitu sebanyak 17 orang, disusul Golongan IV sebanyak 7 orang,
dan Golongan II sebanyak 6 orang. Untuk PPPK sebanyak 7 orang, dimana PPPK dengan
Golongan IX merupakan yang terbanyak yaitu 5 orang,kemudian Golongan V dan Golongan VII

dengan jumlah yang sama yaitu masing-masing berjumlah 1 orang.



1.3.2.4 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah pegawai menurut pendidikan dikelompokkan dalam 6 tingkat pendidikan yaitu tingkat
Strata 2, Strata 1/ Diploma IV, Diploma III, SMA/K/STM, SMP dan SD. Di bawah ini kami sajikan
informasi klasifikasi tingkat pendidikan yang dibagi berdasarkan status pegawai ASN (PNS dan
PPPK) dan Non ASN di lingkungan Satker BP]N Jayapura, sebagai berikut.

KLASIFIKASI JUMLAH PNS

BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

40+

12 ORANG

SMA/SMK/STM

KLASIFIKASI JUMLAH PPPK

BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

KLASIFIKASI JUMLAH NON ASN

BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Gambar 1.3. 5 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Dapat disimpulkan bahwa kualitas latar belakang pendidikan pegawai di Satker BPJN
Jayapura secara total (ASN dan Non ASN) tergolong cukup baik, didominasi oleh tingkat
pendidikan S1/ DIV sebanyak 32 orang disusul SMA/K/STM sebanyak 25 orang, S2
sebanyak 11 orang, DIII sebanyak 5 orang, dan latar belakang pegawai dengan tingkat
pendidikan terendah SMP sebanyak 1 orang.

Adapun latar belakang pendidikan pada pegawai dengan status PNS juga didominasi oleh
tingkat pendidikan S1/ DIV sebanyak 12 orang, S2 sebanyak 10 orang, kemudian
SMA/K/STM sebanyak 5 orang, D-III sebanyak 3 orang, serta tingkat SD dan SMP tidak
ada. Untuk Pegawai dengan status PPPK, latar belakang pendidikan didominasi oleh
tingkat pendidikan S1/DIV sebanyak 5 orang, DIII sebanyak 1 orang dan SMA/K/STM
sebanyak 1 orang, serta tingkat S2, SD dan SMP tidak ada. Untuk Pegawai dengan status
Non ASN, latar belakang pendidikan didominasi oleh tingkat pendidikan SMA/K/STM
sebanyak 19 orang (16 diantaranya bekerja sebagai pegawai non substantif/ pendukung
(pramubakti, supir, satpam)), kemudian S1/ DIV sebanyak 15 orang, S2, D-III, dan SMP
masing-masing sebanyak 1 orang.

Berdasarkan data di atas, dapat dijadikan pertimbangan bagi Bidang Kepegawaian untuk
memberikan perhatian khususnya terkait perluasan kesempatan untuk peningkatan
kemampuan dan pengetahuan melalui keikutsertaan pegawai pada kegiatan bimbingan
dan pelatihan teknis maupun administrasi sesuai dengan bidang pekerjaan masing-
masing. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas dan keterampilan
pegawai yang akan berujung pada peningkatan kinerja pegawai di Satker BP]N Jayapura

kedepannya.

1.3.2.5 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Teknik dan Non
Teknik

Klasifikasi jumlah pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan teknik & non teknik hanya
diperhitungan pada pegawai dengan tingkat pendidikan mulai dari DIII, DIV/ S1, dan S2 yang

dibagi berdasarkan jurusan yang bersifat teknik maupun non teknik. Informasi ini dapat dilihat

pada Gambar 1.6 berikut :




KLASIFIKASI JUMLAH PNS

BERDASARKAN LATAR BELAKANG
PENDIDIKAN TEKNIK/ NON TEKNIK

KLASIFIKASI JUMLAH PPPK

BERDASARKAN LATAR BELAKANG
PENDIDIKAN TEKNIK/ NON TEKNIK

TEKNIK

NON TEKNIK

KLASIFIKASI JUMLAH NON ASN

BERDASARKAN LATAR BELAKANG
PENDIDIKAN TEKNIK/ NON TEKNIK

Gambar 1.3. 6 Klasifikasi Jumlah Pegawai Berdasarkan
Latar Belakang Pendidikan Teknik & Non Teknik



Jumlah pegawai dengan status PNS berlatar belakang pendidikan teknik sebanyak 17
orang dan non teknik sebanyak 13 orang. Jumlah pegawai PPPK berlatar belakang
pendidikan teknik sebanyak 6 orang dan non teknik sebanyak 1 orang, sedangkan jumlah
pegawai dengan status Non PNS berlatar belakang pendidikan teknik sebanyak 12 orang

dan non teknik sebanyak 25 orang.

1.3.2.6 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Usia

Klasifikasi jumlah pegawai berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada Gambar 1.7 dibawah

KLASIFIKASI JUMLAH PNS
BERDASARKAN KELOMPOK USIA
31tahun s/d < 40 tahun 41tahun s/d < 50 tahun
Zl] % - P

ini:

21tahun s/d < 30 tahun 51 tahun s/d < 60 tahun

KLASIFIKASI JUMLAH PPPK

BERDASARKAN KELOMPOK USIA

31 tahun s/d < 40 tahun

4 ORANG

2 ORANG 1’ ORANG

21 tahun s/d < 30 tahun 41 tahun sfd < 50 tahun




KLASIFIKASI JUMLAH NON ASN
BERDASARKAN KELOMPOK USIA

31tahun s/d <40 tahun 21 tahun s/d < 30 tahun

17 ORANG

12 ORANG

&1tahun sfd < 50 tahun 51 tahun s/d < 60 tahun

Gambar 1.3. 7 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia

Dari diagram di atas, diperoleh informasi untuk Pegawai PNS, yang mendominasi
kelompok usia usia 51 tahun s/d < 60 tahun yaitu sebanyak 11 orang dari total sebanyak
30 pegawai berstatus PNS pada Satker BPJN Jayapura. Untuk pegawai PPPK didominasi
oleh kelompok usia 31 tahun s/d < 40 tahun yaitu 4 orang dari total 7 pegawai berstatus
PPPK. Adapun untuk Pegawai Non ASN, yang mendominasi kelompok usia 31 tahun s/d
< 40 tahun sebanyak 17 orang dari total sebanyak 37 orang berstatus Non ASN pada
Satker BP]N Jayapura.

1.3.2.7 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan
Klasifikasi jumlah ASN berdasarkan kelompok jabatan dapat dilihat pada Gambar 1.8 dibawah

KLASIFIKASI JUMLAH PNS

ESELON Ill

ini:




KLASIFIKASI JUMLAH PPPK

BERDASARKAN KELOMPOK JABATAN

Gambar 1.3. 8 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan

Dari diagram di atas diperoleh informasi bahwa jumlah PNS berdasarkan kelompok
jabatan di lingkungan Satker BP]JN Jayapura didominasi oleh Jabatan Fungsional Tertentu
sebanyak 10 orang, Jabatan Fungsional Umum sebanyak 1 orang, Non Jabatan Fungsional
sebanyak 10 orang, Jabatan Eselon IV sebanyak 4 orang dan Eselon III sebanyak 4 orang.
Adapun jumlah PPPK di lingkungan Satker BP]N Jayapura berdasarkan kelompok jabatan

didominasi oleh Jabatan Fungsional Tertentu sebangak 6 orang dan Jabatan fungsional

Umum sebanyak 1 orang




1.4 Sarana Dan Prasarana

1.4.1 Sarana dan Prasarana Fisik

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala
sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Tersedianya sarana dan prasarana yang
cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap organisasi dalam penyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang
diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, mustahil tujuan akan dicapai. Satuan Kerja BPJN Jayapura membagi sarana prasarana menjadi 7
golongan dengan informasi yang diperoleh dari Laporan BMN Semester Il Tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 1.4. 1 Laporan BMN Satker BPJN Jayapura Semester Il T.A. 2024

MUTASI BMN
SALDO PER 31 DESEMBER 2024

SALDO AWAL PER 01 JANUARI

NO JENIS BMN g BERTAMBAH | BERKURANG

SATUAN KERJA BPJN JAYAPURA

KUANTITATIF

NILAI

KUANTITATIF

NILAI

KUANTITATIF

NILAI

\ KUANTITATIF

NILAI

1 TANAH 20.000 | 152.560.894.232 0 0 0 0 20.000 152.560.894.232

2 PERALATAN DAN MESIN 3132 | 31.976.149.480 7 3.129.730.000 143 5.498.706.400 2.996 29.607.173.080

3 GEDUNG DAN BANGUNAN 52 | 39.152.363.210 0 466.565.000 0 0 52 39.618.928.210

4 JALAN DAN JEMBATAN 1 317.281.000 0 0 0 0 1 317.281.000

5 IRIGASI 2 466.565.000 0 0 2 466.565.000 0 0
ASET TETAP DALAM

6 RENOVASI 6 | 41.820.224.831 0 0 6 | 41.820.224.831 0 0
ASET TETAP YANG TIDAK

7 DIGUNAKAN DALAM 268 | 25.683.806.270 147 44.216.931.231 0 0 415 69.900.737.501
OPERASIONAL PEMERINTAH

Sumber : Data BMN BPJN Jayapura Desember 2024




Tabel 1.4. 2 Laporan Kondisi Aset BMN BPJN Jayapura Semester Il T.A. 2024

KODE KONDISI BMN
JENIS BMN RUSAK
BARANG BAIK RINGAN RUSAK BERAT
BALAI PELAKSANAAN JALAN
NASIONAL JAYAPURA
1 TANAH 131111 3 0 0
2 PERALATAN DAN MESIN 132111 | 2.996 0 415
3 GEDUNG DAN BANGUNAN 133111 49 0 0
4 JALAN DAN JEMBATAN 134111 1 0 0
5 IRIGASI 134112 0 0 0
6 ASET TETAP DALAM RENOVASI 135111 0 0 0

Sumber : Data BMN BPJN Jayapura, Desember 2024

Dari data jumlah dan kondisi aset BMN di Satker BPJN Jayapura, penting adanya
melakukan pencatatan dan tindak lanjut hasil laporan kondisi aset BMN untuk menjaga nilai
dan guna dari aset tersebut, disamping itu BMN yang merupakan bagian dari aset pemerintah
pusat harus dikelola dengan baik sehingga dapat menunjang pelaksanaan kegiatan

pemerintahan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

1.4.2 Teknologi Informasi

Penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan modern tidak dapat diragukan lagi, karena
teknologi informasi memengaruhi hampir semua aspek kehidupan, baik secara individu,
organisasi, maupun masyarakat. Untuk meningkatkan pelaksanaan pekerjaan Direktorat
Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum BP]N Jayapura memanfaatkan penggunaan
beberapa teknologi informasi sebagai berikut:

APLIKASI KENDALA REKOMENDASI DOKUMENTASI

1 | e-Monitoring |e Kemudahan dalam o Terjadi e Pelayanantetap
dalam memantau gangguan akses dilaksanakan
progres fisik dan jaringan secara online
keuangan paket internet, dan offline;
Pekerjaan secara e Masihterdapat | e Dilaksanakan
realtime dan operator yang sosialisasi
konsisten masih belum secara berkala

o Data Progress menguasai terhadap
Pekerjaan (Pagu aplikasi operator
DIPA, Pelaksanaan aplikasi

Tender, Progres Fisik
dan Keuangan, Paket
Longsegment,
Prognosis, dan lain-
lain)




APLIKASI

KENDALA REKOMENDASI

DOKUMENTASI

e-Monitoring Memudahkan proses |e Terjadi e Pelayanan e

SAKIP pemantauan dan gangguan akses tetap
pengendalian kinerja jaringan internet| dilaksanakan - ‘
dalam rangka e Terdapat secara online . T ‘l!M
meningkatkan beberapa dan offline; "_ alllllle™ -
akuntabilitas dan dokumen tahun- Pembaruan = -
kinerja unit kerja tahun aplikasi agar C———
Laporan Akuntabilitas| sebelumnya dapat E
Kinerja yang sudah tidak| menyimpan data E
(Renstra,Perjanjian bisa di akses tahun-tahun -
Kinerja, Rencana Aksi, sebelumnya
Laporan Kinerja
Bulanan, LKIP, dan
Evaluasi SAKIP)

SiPP Terpadu Kemudahan dalam |e Terjadi Pelayanan tetap - = =
memantau dan gangguan akses dilaksanakan 2
mengevaluasi kinerja jaringan internet|  secara online
penyelenggaraan o Terjadi dan offline;
proyek gangguan akses
Data terkait Daftar SiPP
Paket
Kontraktual,Paket
Kritis, data Tabel
Rencana Keuangan
dan Fisik, data tabel
Laporan Kinerja),

Penyusunan
Perjanjian Kinerja dan
lain sebagainya

TNDE Kemudahan o Terjadi Pelayanan
dalam gangguan tetap
administrasi akses jaringan dilaksanakan
persuratan internet secara online
internal e Masih terdapat dan offline;

Kementerian pegawai yang Dilaksanakan
PUPR masih belum sosialisasi
Data persuratan ter menguasai secara berkala
record aplikasi, kepada seluruh
o Notifikasi baru kepawai
muncul setelah
log in TNDE

PUPR tersebut




NO APLIKASI MANFAAT KENDALA REKOMENDASI DOKUMENTASI

Menjadi database o Terjadi o Dilaksanakan
untuk seluruh ASN, gangguan sosialisasi g"""m o
data seluruh ASN akses jaringan secara berkala ?
ter record didalam internet terhadap : A N5
aplikasi tersebut e Masih ada data seluruh

e Update data pegawai yang pegawai
berkala bisa tidak bisa di e Pembaruan
dilaksanakan akses aplikasi agar
secarasecara dapat
cepat mengakses

semua data di
e-HRM
5 | Outlook Office | e Mengelola email o Terjadi o Terjadi

secara efisien gangguan gangguan akses

e Mengelola jadwal akses jaringan jaringan
dengan mudah internet, internet

e Mengeloa tugas- e masih o Dilaksanakan
tugas kantor terdapat sosialisasi

e Kemudahan dalam operator yang secara berkala
Berbagi file dan masih belum terkait
mengedit dokumen menguasai penggunaan
secara bersama- aplikasi. Outlook Office
sama

1.5 Isu Strategis

Irian Jaya diganti menjadi Papua pada Tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Secara administratif Provinsi
Papua pada tahun 2020 terdiri dari 28 (dua puluh delapan) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, 440
Kecamatan, dan 4.003 Desa/Kelurahan. Namun pada Tahun 2022, Provinsi Papua dimekarkan
menjadi 4 (empat) provinsi, dengan ditetapkannya Provinsi Papua (Induk) beserta 3 (tiga)
Daerah Otonomi Baru, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua
Pegunungan, melalui penetapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi
Papua Tengah, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi
Papua Pegunungan.

Secara administratif Provinsi Papua (Induk) terdiri dari 8 (delapan) Kabupaten dan 1
(satu) Kota, Provinsi Papua Selatan 4 (empat) Kabupaten, Provinsi Papua Tengah 8 (delapan)
Kabupaten, dan Provinsi Papua Pegunungan 8 (delapan) Kabupaten.

Di bawah ini merupakan peta ilustrasi pembagian wilayah Daerah Otonomi Baru Papua yang

meliputi Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua

Pegunungan.
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Gambar 1.3. 9 Peta Pembagian Wilayah Daerah Otonomi Baru
Papua

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 2 Juni 2020, Pengelolaan jalan dan jembatan
di Papua ini ditangani oleh 3 (tiga) balai, yaitu BPJN Jayapura dengan wilayah penanganan
yang meliputi wilayah Provinsi Papua (induk) dan sebagian wilayah Provinsi Papua Tengah,
BPJN Wamena meliputi wilayah Provinsi Papua Pegunungan dan sebagian wilayah Provinsi
Papua Tengah, serta BPJN Merauke yang meliputi wilayah Provinsi Papua Selatan.

Tabel 1.5. 1 Ruas-Ruas Jalan Baru di Wilayah BPJN Jayapura

Panjang Panjang

BT AT SK Survei

Kabupaten/Kota Nama Satker

Pelaksanaan Jalan Nasional
1 AKSES BANDARA SENTANI 0.40 0.40 Kabupaten Wilayah I Provinsi Papua
(JAYAPURA) Jayapura (Jayapura)
Kabupaten Pe_laksanaan ]alap N_asional
2| JLN. PATRIOT (NABIRE) 0.64 064 | Nabire Wilayah VII Provinsi Papua
(Nabire)
Pelaksanaan Jalan Nasional
3 HAMADI - HOLTEKAMP (JALAN 11.64 11.64 Wilayah I Provinsi Papua
& JEMBATAN YOUTEFA) Kota Jayapura (Jayapura)
Pelaksanaan Jalan Nasional
4 JALAN AKSES PELABUHAN 0.21 0.21 Wilayah I Provinsi Papua
SARMI (KAB. SARMI) Kabupaten Sarmi | (Jayapura)
Pelaksanaan Jalan Nasional
5 JALAN AKSES PELABUHAN 0.32 0.32 Kabupaten Wilayah VII Provinsi Papua
NABIRE (KAB. NABIRE) Nabire (Nabire)
Pelaksanaan Jalan Nasional
6 JALAN YAFDAZ (BIAK) 436 436 Kabupaten Biak Wilayah IX Provinsi Papua (Biak
Numfor Serui)




Panjang Panjang

B TS SK Survei

Kabupaten/Kota Nama Satker

Pelaksanaan Jalan Nasional
LN. SISINGAMANGARAJA
7 ](BI AIS()S G G J 3.86 3.86 Kabupaten Biak Wilayah IX Provinsi Papua (Biak
Numfor Serui)
AKSES PELABUHAN BIAK Kabupaten Biak | ' claksanaanjalan Nasional
8 0.90 0.90 P Wilayah IX Provinsi Papua (Biak
(BIAK) Numfor :
Serui)
Kabupaten Biak Pelaksanaan Jalan Nasional
9 JALAN YOS SUDARSO (BIAK) 1.54 1.54 P Wilayah IX Provinsi Papua (Biak
Numfor :
Serui)
BONGKRANG - DEPAPRE Kabupaten Pelaksanaan Jalan Nasional
10 (AKSES PELABUHAN DEPAPRE) 18.60 18.60 P Wilayah I Provinsi Papua
* Jayapura
(Jayapura)
42.47 42.47
Total Panjang

Adapun total penanganan panjang jalan dan jembatan secara keseluruhan yang berada di
bawah kewenangan BPJN Jayapura tercatat sepanjang 1.445,983 Km. Tantangan pembangunan
di Provinsi Papua salah satunya disebabkan oleh wilayahnya yang sangat luas dengan pola
penduduk yang menyebar di sebagian besar wilayah khususnya kawasan pegunungan, hal ini
menyebabkan ada beberapa lokasi yang masih terisolir. Secara umum kondisi topografi di
Provinsi Papua relatif bervariasi, berupa dataran rendah, rawa - rawa disekitar pantai, dan
rangkaian pegunungan membentang dibagian tengahnya sepanjang sekitar 650 Km, dengan
puncak tertinggi mencapai 4.884,00 mdpl.

Dalam hal aksesibilitas jalan darat, Provinsi Papua masih tergolong berada pada tingkat
terendah secara nasional. Masalah aksesibilitas jalan darat ini menjadi permasalahan yang
selalu mengemuka, hampir disetiap momen-momen pembahasan atau diskusi tentang
pembangunan Papua. Di kawasan Pegunungan Tengah terutama pada kabupaten-kabupaten,
masih sangat banyak yang hanya dapat dilayani dengan moda transportasi udara untuk
angkutan orang dan barang. Adapun layanan moda transportasi udara mempunyai ciri-ciri
kapasitas yang sangat terbatas dan umumnya tidak terjadwal serta sangat tergantung pada
kondisi cuaca dengan biaya transportasi yang sangat mahal.

Kondisi keterisolasian akibat belum adanya akses jalan darat yang memadai ini,
memunculkan permasalahan di berbagai sektor pembangunan, utamanya pada aspek
perekonomian, kesehatan, dan pendidikan masyarakat. Permasalahan sosial, menyangkut rasa
ketidakadilan juga banyak mengemuka yang dalam beberapa kesempatan disampaikan oleh
para tokoh adat, masyarakat, bahkan beberapa pejabat daerah. Dalam penyelenggaraan jalan di
Provinsi Papua, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan berkewajiban
tidak hanya untuk menjaga dan meningkatkan kemantapan jalan yang telah ada, namun

sekaligus mengakomodir tuntutan pembangunan jalan dalam rangka peningkatan aksesibilitas

di Provinsi Papua.




A. Program Strategis untuk menjawab Isu Strategis di Provinsi Papua
Berdasarkan isu-isu strategis yang ada di Provinsi Papua dan sejalan dengan Nawa Cita

Presiden Republik Indonesia, dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Papua, Balai Besar
Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan merencanakan Pembangunan Ruas Jalan
Trans Papua dan Ruas Jalan Perbatasan yang merupakan program strategis penanganan jalan
dan jembatan di Provinsi Papua dan diharapkan menjadi solusi kebutuhan masyarakat akan
ketersediaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai di Provinsi Papua
dengan penjelasan sbb :
1. Pembangunan Ruas Jalan Trans Papua Provinsi Papua
Ruas Trans Papua khususnya yang berada di Provinsi Papua memiliki total panjang *
532,24 Km dan terbagi dalam 3 segmen penanganan. Pembangunan Trans Papua
diharapkan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dengan
menyambung pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan pusat - pusat produksi rakyat yang
pada akhirnya bisa mengurangi kesenjangan antar wilayah di Provinsi Papua. Sepanjang
532,24 Km merupakan panjang penanganan yang menjadi wewenang BPJN Jayapura, yang
meliputi :
1. Ruas Bts. Prov. Papua/Papua Barat - Nabire (Bts. Kota Nabire) sepanjang 146 Km;
2. Ruas Nabire-Wagete-Enarotali sepanjang 193,43 Km;
3. Ruas Wamena-Elelim-]Jayapura (Yetti) sepanjang 192,81 Km;
Penjelasan lebih lanjut mengenai pembangunan dan kondisi capaian Ruas Jalan Trans Papua

Provinsi Papua untuk Tahun Anggaran 2024 akan dibahas pada Bab IV.

2. Pembangunan Ruas Jalan Lintas Perbatasan
Ruas Jalan Perbatasan RI-PNG yang ditangani oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional
Papua-Papua Pegunungan sepanjang 193,22 km ini berstatus Jalan Nasional dan 123,68
merupakan Jalan Non Nasional. Manfaat dari pembangunan ruas jalan lintas perbatasan
Provinsi Papua ini diantaranya memperkuat territorial Perbatasan RI dan PNG
memperlancar konektivitas wilayah pusat-pusat pertumbuhan sehingga memudahkan
transportasi barang dan manusia yang berdampak pada penurunan harga barang dan jasa,
dan membuka keterisolasian di beberapa wilayah Papua. Penjelasan lebih lanjut mengenai
pembangunan dan kondisi capaian Ruas Jalan Perbatasan Tahun Anggaran 2024 akan

dibahas pada Bab IV.



B. Tantangan Pembangunan Tahun 2024
Beberapa kondisi dan situasi menjadi tantangan bagi BPJN Jayapura dalam upaya
mewujudkan seluruh sasaran dan program yang telah ditetapkan. Kondisi dan situasi yang
menjadi tantangan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut beberapa diantaranya memiliki sifat
spesifik yang tidak/jarang dijumpai pada wilayah lain di luar Provinsi Papua. Berikut
merupakan beberapa aspek yang menjadi tantangan bagi BPJN Jayapura dalam upaya
melaksanakan penanganan jalan dan jembatan di Provinsi Papua yang dihadapi di Tahun 2024,
antara lain:
a. Aspek Sosial Budaya
Hampir seluruh paket kegiatan harus dihadapkan pada permasalahan yang terkait
dengan hak ulayat, klaim masyarakat yang tidak dapat diprediksi dan sosial budaya
setempat yang tidak konstruktif pada kegiatan pembangunan. Dampak hambatan ini
adalah tersendatnya proses penyelesaian pekerjaan dan juga adanya pengeluaran
tambahan (extra cost) yang relatif besar;
b. Aspek Keamanan
Sebagaimana diketahui bersama bahwa Provinsi Papua belum terbebas dari
kelompok bersenjata yang berseberangan dengan Pemerintah. Pada beberapa
daerah kondisi keamanan karena gangguan-gangguan dari kelompok tersebut masih
terjadi dan berdampak pada lambatnya kegiatan pembangunan. Pada sisi lain,
situasi keamanan yang kurang kondusif ini menyebabkan biaya proyek menjadi
cukup mahal mengingat faktor resiko yang harus diperhitungkan oleh Penyedia Jasa;
c. Aspek Ekonomi
Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Aspal pada Tahun 2024
menyebabkan beberapa pekerjaan mengalami keterlambatan, hal ini berdampak
operasional, penggunaan peralatan, alat berat, alat transportasi yang menggunakan
BBM, dan/atau pekerjaan aspal;
d. Aspek Geografis
Keterbatasan sarana transportasi darat dan sungai yang memadai dalam
menjangkau lokasi pekerjaan menjadikan biaya operasional proyek sangat sulit dan
mahal. Ada beberapa kasus kegiatan mobilisasi peralatan dan bahan harus
diangkut bagian per bagian dengan menggunakan moda transportasi udara
(pesawat dan helikopter) dengan daya angkut sangat terbatas dan sangat
tergantung pada cuaca;
e. Aspek Lingkungan
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah - Provinsi (RTRW-P), Provinsi Papua

didominasi dengan kawasan hutan yang mencapai 80% dari luas kawasan yang ada.



Banyak diantara kawasan hutan ini yang merupakan Kawasan Hutan Konservasi,
Taman Nasional dan Hutan Lindung yang menjadi hambatan khusus dalam
pembangunan jalan. Upaya penyelesaian penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
dan Dokumen Kehutanan seperti Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Perjanjian
Kerja Sama menjadi tantangan tersendiri agar kegiatan-kegiatan penanganan jalan
aman secara lingkungan dan tidak bersinggungan dengan masalah hukum.

f.  Aspek Sumber Daya Material
Terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang tidak memiliki sumber material yang
diperlukan untuk kegiatan penanganan jalan dan jembatan, terutama material
agregat. Beberapa material agregat harus didatangkan dari tempat yang amat jauh
yaitu dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan atau salah satu pulau di Maluku. Hal ini
menyebabkan harga proyek menjadi sangat mahal. Selain itu, masalah cuaca juga
sangat menghambat pada proses pengiriman yang pada akhirnya berujung pada
terlambatnya/tertundanya penyelesaian kontrak;

g. Aspek Sumber Daya Manusia
Ada kesulitan yang dirasakan dalam upaya menyediakan tenaga profesional dan
terlatih. Sumber daya manusia profesional yang tersedia (lokal) sangat terbatas
jumlahnya dan tidak sebanding dengan kebutuhan. Upaya untuk mendatangkan
tenaga profesional dari provinsi lain juga relatif sulit karena ketiadaan stimulus bagi
tenaga kerja tersebut. Hal ini berdampak pada hasil produktivitas pekerjaan di
lapangan dan di kantor;

h. Faktor Alam
Masalah/kondisi cuaca/alam yang susah diprediksi di Provinsi Papua memberi
dampak bagi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

[su-isu strategis dan tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2024 di atas juga

menjadi pertimbangan penting bagi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua
Pegunungan dalam memformulasikan program maupun Kkegiatan penanganan jalan dan

jembatan yang efektif di Tahun 2025 dalam mewujudkan infrastruktur jalan dan jembatan yang

mantap di Provinsi Papua.




1.6 Sistematika Laporan

1.

BAB I. PENDAHULUAN, bab ini berisi tentang latar belakang, tugas dan fungsi, struktur
organisasi, serta isu strategis dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua
Pegunungan;

BAB II. PERENCANAAN KINERJA, bab ini berisi tentang uraian singkat Renstra,
Perjanjian Kinerja, Metode Pengukuran, dan Target Tahun ini menurut Renstra Balai
Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan;

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA, bab ini berisi tentang upaya peningkatan
Akuntabilitas Kinerja, Capaian Kinerja Unit Kerja/UPT, Analisis Perbandingan Kinerja
Unit Kerja/UPT, Analisis Realisasi Anggaran, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya,
Pemanfataan Laporan Kinerja, Paket Diresmikan, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
atas Penggunaan Layanan Publik, dan Paket Strategis di Balai Besar Pelaksanaan Jalan
Nasional Papua-Papua Pegunungan

BAB IV. PENUTUP, bab ini menyajikan rangkuman permasalahan serta rekomendasi
yang berupa tindak lanjut dan harapan serta kesimpulan secara menyeluruh dari LKIP

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan;




BABII
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran
dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yang akan
dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja
tahunan merupakan proses penetapan target tahunan dari setiap kegiatan kedalam output-
output dan indikator-indikatornya dan target outcome dari masing-masing sasaran dan
indikator-indikatornya dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra). Renstra Balai
Besar Pelaksanaan Nasional Papua-Papua Pegunungan  tahun 2020-2024 merupakan
penjabaran Renstra entitas di atasnya yaitu Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2020
- 2024

2.1 Uraian Singkat Renstra

2.1.1 Visi Misi Kementerian PUPR

Visi Kementerian PUPR tahun 2020-2024 yang disesuaikan dengan dukungan terhadap
pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 dalam RPJMN 2020-2024
adalah sebagai berikut :

VISI
(Kementerian PUPR)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG ANDAL,
RESPONSIF, INOVATIF DAN PROFESIONAL DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN: “INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Selanjutnya Misi Kementerian PUPR yang tercantum dalam Renstra Kementerian PUPR
sebagai dukungan dalam melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai

berikut:

MISI
(Kementerian PUPR)

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif yang responsif kepada Presiden dan Wakil
Presiden dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan
penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Menyelenggarakan pembangunan, pelayanan dan pengelolaan infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat yang andal dan terpadu dengan pengembangan wilayah
serta memperhatikan kelestarian lingkungan.

3. Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang berkualitas dan pengembangan inovasi
penyelenggaraan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4. Meningkatan profesionalisme SDM Aparatur, efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas
dalam penyelenggaraan pembangunan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat.




2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi

Adapun tujuan sebagai representasi terukur dari visi yang diinginkan Kementerian

PUPR selama periode perencanaan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses serta pemanfaatan air untuk memenubhi
kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan energi,
industri dan sektor ekonomi unggulan.

2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan
pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.

3. Peningkatan permukiman berkualitas yang semakin merata dengan pemanfaatan dan
pengelolaan yang parstisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang semakin merata untuk mencapai peningkatan
kualitas hidup masyarakat.

5. Peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai dengan potensi dan upaya pengembangan
wilayah pada pusat-pusat pertumbungan ekonomi dan kawasan strategis.

6. Peningkatan infratruktur pekerjaan umum dan perumahan yang terbangun dan terkelola
dengan berbagai skema pembiayaan yang lebih efisien dan berkelanjutan.

7. Peningkatan daya saing jasa konstruksi nasional serta peningkatan mutu, keselamatan,
keamanan dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan hasil jasa konstruksi.

8. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang bersih dan terpercaya.

9. Peningkatan SDM aparatur Kementerian PUPR yang berkinerja tinggi.

10. Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur.

2.1.3 Program dan Kegiatan

Sasaran Strategis (SS) pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian PUPR sebagai suatu
outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan untuk periode 5 tahun. Dalam
penyusunannya, Kementerian PUPR menjabarkan 4 misi dan menggunakan pendekatan metode
Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi ke dalam 4 perspektif, yaitu perspektif stakeholders,
perspektif customers, perspektif internal process dan perspektif learning and growth. Deskripsi
penerapan BSC tersebut diilustrasikan dalam bentuk peta strategi (strategy map) sebagaimana

disampaikan pada Gambar 2.1.
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Sumber: Renstra Kementerian PUPR

Masing-masing Sasaran Strategis dijabarkan ke dalam Sasaran Program, di mana setiap
Sasaran Program memiliki Indikator Kinerja Program yang merupakan Indikator Kinerja Utama
(IKU) pada masing-masing Unit Organisasi.

Renstra BP]N Jayapura 2020 - 2024 yang merupakan dokumen yang mengarahkan
setiap kegiatan dalam lingkup penanganan BPJN Jayapura pada periode 2020 - 2024 dipastikan
selaras dan searah dengan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam visi, misi, dan sasaran
pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 (Perpres No 18 Tahun 2020), visi, misi,
tujuan, dan sasaran Kementerian PUPR dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, serta
tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Bina Marga dalam Renstra Direktorat Jenderal Bina
Marga 2020-2024. Renstra BPJN Jayapura sebagai bentuk penjabaran atas Renstra atau RPJM
Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2020 - 2024 merupakan wujud penetapan rencana yang
sekaligus berfungsi sebagai pengendali pelaksanaan. BPJN Jayapura sebagai Unit Kerja/UPT
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga
menjalankan tugas dan fungsi serta menetapkan tujuannya sejalan dengan tujuan dan
sasaran strategis Kementerian PUPR dan Ditjen Bina Marga sebagai berikut:

TUJUAN
(BPJN Jayapura)

T.1 Mendukung tercapainya konektivitas jalan nasional yang andal dan prima dalam lingkup
wilayah penanganan BPJN Jayapura;

T.2 Mendukung tercapainya peningkatan standar pelayanan jalan nasional dalam lingkup
wilayah penanganan BPJN Jayapura sesuai kebutuhan dan standar;




T.3 Mendukung tercapainya peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan teknis dalam
program penyelenggaraan jalan nasional dalam lingkup wilayah penanganan BP]JN
Jayapura;

T4 Mendukung tercapainya peningkatan kualitas sumber daya dan kelembagaan di lingkungan
BPJN Jayapura.

Sebelum masuk kedalam pembahasan sasaran kegiatan, untuk mewujudkan tujuan BPJN
Jayapura di atas selanjutnya akan diulas mengenai sasaran strategis dan turunannya dalam
mewujudkan tercapainya target pelaksanaan program Infrastruktur Konektivitas dan Dukungan
Manajemen sesuai dengan data matriks kinerja Ditjen Bina Marga pada Renstra Ditjen Bina
Marga 2020 - 2024. Untuk mendukung capaian program Infrastruktur Konektivitas dan
Dukungan Manajemen, maka sasaran strategis sesuai dengan Renstra Ditjen Bina Marga 2020 -
2024 antara lain “Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional” dan “Meningkatnya
Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya”. Sehubungan dengan upaya
mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, terdapat 2 (dua) Sasaran Program yang
harus dipenuhi oleh Ditjen Bina Marga hingga akhir tahun 2024, yaitu:

1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional
Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

a. Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional (persentase pusat kegiatan dan simpul strategis

nasional yang diakses jalan nasional);

b. Rating Kondisi Jalan Nasional (Nilai gabungan antara nilai IRI, PCI, umur struktur

jalan, dan drainase jalan pada seluruh ruas jalan nasional);

¢. Rating Keselamatan Jalan Nasional (Nilai gabungan antara angka kecelakaan per

populasi dan dan jumlah titik blackspot per populasi).
2. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya
Dengan Indikator Kinerja Program yang berupa Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian
PUPR.
Tabel di bawah ini akan menjabarkan angka target Indikator Kinerja Program yang terkait
dengan infrastruktur jalan khususnya yang mendukung Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan

Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga untuk

penanganan jalan nasional di seluruh Indonesia dan di Provinsi Papua, sebagai berikut :




PROGRAM/

KEGIATAN

Tabel 2.1.1 Target Indikator Kinerja Program 2020 - 2024

dalam mendukung Kegiata Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan
Kapasitas Jalan Nasional dan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga

SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)/INDIKATOR
KINERJA PROGRAM

SATUAN

Baseline

2019

2020

2021

TARGET

2022

2023

SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional

INDIKATOR KINERJA PROGRAM :

Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional
(persentase pusat kegiatan dan
simpul strategis nasional yang
diakses jalan nasional)

%

80.7

81.8

82.8

84.6

83.75

83.95

83.95

Rating Kondisi Jalan Nasional (Nilai
gabungan antara nilai IR, PCI, umur
struktur jalan, dan drainase jalan
pada seluruh ruas jalan nasional)

Nilai

291

2.70

2.63

2.61

2.57

2.50

2.50

Rating keselamatan jalan nasional
(Nilai gabungan antara angka
kecelakaan per populasi dan dan
jumlah titik blackspot per populasi)

Nilai

3.52

3.51

3.14

2.95

2.89

2.82

2.82

SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

INDIKATOR KINERJA PROGRAM :

1

Tingkat Dukungan Manajemen
Kementerian PUPR

%

50.40

55.92

63.35

71.54

90,44

94,58

94,58

Sumber : Revisi Renstra BPJN Jayapura 2020 - 2024

Tabel 2.1.2Target Indikator Kinerja Program 2020 - 2024

dalam mendukung Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan
an Manajemen Ditjen Bina Marg

Kapasitas Jalan Nasional dan Dukun

a untuk Provinsi Pa

ua

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM TARGET
(OUTCOME)/INDIKATOR SATUAN Baseline
KEGIATAN KINERJA PROGRAM 2019 2020 2021 2022 2023 2024
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional
INDIKATOR KINERJA PROGRAM :
Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional
R © pusat kegiataggighy % 76.2 762 | 786 | 786 | 786 | 810 | 7860
simpul strategis nasional yang diakses
jalan nasional)
Rating Kondisi Jalan Nasional (Nilai
3~ jcaipocel angeamiaisiik SELumur Nilai 2.91 2Rl | g | 312 | 312 3.12
struktur jalan, dan drainase jalan pada
seluruh ruas jalan nasional)
Rating keselamatan jalan nasional
ge=z gillakeabunsangniam,anska Nilai 1.70 GELRRRESEGS || Eh=s=gaP e #0 1.42
kecelakaan per populasi dan dan
jumlah titik blackspot per populasi)
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya
INDIKATOR KINERJA PROGRAM :
a1 by % 50.40 5592 | 6335 | 7154 | 79.26 | 8412 | 70.84
Kementerian PUPR

Sumber : Revisi Renstra BPJN Jayapura 2020 — 2024

Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja

Program tersebut, sesuai dengan data matriks kinerja Bina Marga yang terdapat pada Renstra




Ditjen Bina Marga 2020 - 2024, terdapat 4 (empat) kegiatan yang diturunkan pada unit eselon II
di dalam organisasi Ditjen Bina Marga yaitu:

Kegiatan Pendukung Program Infrastruktur Konektivitas

1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (Balai Pelaksana
Jalan);

2. Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol (BPJT);

3. Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (9 Direktorat Jenderal Bina

Marga dan Sekretariat Jenderal Bina Marga).

Kegiatan Pendukung Program Dukungan Manajemen

1. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga (Setditjen BM, Output Layanan Perkantoran
seluruh Unit Kerja Teknis dan Balai BM).

Evaluasi pencapaian sasaran kegiatan Ditjen Bina Marga difokuskan pada kegiatan 1
yaitu “Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional” dikarenakan
kegiatan tersebut berdampak langsung pada pencapaian sasaran program dan sasaran strategis
Ditjen Bina Marga, dimana pada kegiatan 1 tersebut terdapat sasaran kegiatan “Peningkatan
pelaksanaan preservasi dan tingkat kapasitas jalan” dengan Indikator Kinerja Kegiatan berupa
Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional.
Adapun output kegiatan yang juga menjadi sasaran untuk mewujudkan tujuan BP]N Jayapura
dan mendukung tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas
jalan nasional dan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan
nasional, yang terdiri dari :

e Jumlah dokumen perencanaan penyelenggaraan jaringan jalan dan jembatan;

e Jumlah dokumen pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan

jembatan
2. Pemeliharaan, Peningkatan dan Pembangunan Jalan Nasional, yang terdiri dari :

e Panjang Jalan yang terpelihara;

e Panjang Jalan yang ditingkatkan;

e Panjang Jembatan yang terpelihara;

e Panjang Jembatan yang ditingkatkan;

¢ Panjang Jalan Strategis Lintas Utama Pulau yang dibangun;

e Panjang Jalan Akses simpul transportasi yang (Pelabuhan, Bandara) yang dibangun;

e Panjang Jembatan yang Dibangun;

¢ Dukungan Jalan Daerah.

3. Layanan Sarana dan Prasarana Internal;



4. Layanan Dukungan Manajemen Satker;
5. Layanan Perkantoran.
Output-output kegiatan di atas selanjutnya mendasari perumusan sasaran kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan BPJN Jayapura. Adapun sasaran kegiatan di
lingkungan BPJN Jayapura pada periode tahun 2020 - 2024 yang terdapat pada Dokumen
Renstra BP]N Jayapura Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :
1. Panjang jalan yang terpelihara sepanjang 1293,44km;
2. Panjang jalan yang ditingkatkan sepanjang 255,50 km;
3. Panjang jembatan yang terpelihara sepanjang 16299,52km;
Panjang Jembatan yang ditingkatkan sepanjang 9.231,97m;
Panjang Jalan Strategis Lintas Utama Pulau yang dibangun sepanjang 60,20 km;
Panjang Jembatan yang Dibangun sepanjang 612,58 km;
Dukungan Jalan Daerah sepanjang 28,22 km;

Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebanyak 5 layanan;
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Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Satker sebanyak 5 layanan;
10. Terpenuhinya Layanan Perkantoran sebanyak 5 layanan.

Untuk periode 2020—2024, pendanaan infrastruktur konektivitas akan tetap bersumber
dari APBN, loan, SBSN, dan KPBU-AP. Sesuai Renstra BPJN Jayapura Tahun 2020—2024, BPJN
Jayapura ditugaskan mengelola rencana anggaran sebesar Rp 6,9 triliun, dimana rencananya
seluruh sumber pendanaan untuk program penyelenggaraan jalan BPJN Jayapura periode 2020-
2024 berasal dari APBN Ditjen Bina Marga yang dialokasikan untuk pembangunan dan
preservasi jalan nasional serta kegiatan dukungan manajemen dan teknisnya.

Alokasi dana ini difokuskan terutama pada preservasi jalan nasional serta peningkatan
jalan dan jembatan eksisting (60,70%), sementara sisa dana dialokasikan untuk pembangunan
infrastruktur baru (32,97%) dan dukungan manajemen dan teknis (6,33%). Dalam situasi
keterbatasan anggaran, kebijakan terkait distribusi dana untuk tiap kegiatan penanganan jalan

akan menjadi faktor kunci dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja tahunan pada tahun berjalan memuat sasaran program, indikator
kinerja output dan target kinerja. Perjanjian Kinerja ini selanjutnya dilaksanakan dalam bentuk
kegiatan-kegiatan dan sasaran aktual sesuai target output dan target outcome yang ada pada
RKT setelah melalui pembahasan antar instansi terkait baik secara bottom up dan top down
melalui konsultasi dan raker maupun rakor.

Setelah DIPA disetujui kemudian disusun POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) oleh
masing-masing satker. Berdasarkan data struktur RKA-KL, DIPA awal dan POK, ditentukan



target outcome dan indikator yang akan dicapai pada tahun 2024. Data tersebut kemudian
dituangkan dan disusun kedalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Awal Balai Besar
Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Papua-Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2024.
Selanjutnya pada bulan Desember 2024 dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Revisi
yang menetapkan target kinerja dan alokasi anggaran BPJN Jayapura Tahun Anggaran 2024
berdasarkan Revisi DIPA status 31 Desember 2024. Angka volume target dan alokasi anggaran
pada PK Revisi ini yang akan menjadi parameter awal dalam pengukuran kinerja BPJN Jayapura

di akhir Tahun Anggaran 2024

2.2.1 Perjanjian Kinerja Awal

Tabel di bawah ini akan menyajikan informasi data dokumen Perjanjian Kinerja (PK)
Tahun Anggaran 2024 (Awal) antara Kepala BP]N Jayapura dengan Dirjen Bina Marga. Target
Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Tahun 2024 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK)
Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.2.1 :

Tabel 2.2. 1 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024 (Awal) BPJN Jayapura

Sasaran Indikator Kinerja Baseline 2023 Target 2024
Program
Meningkatny | IKSP : Rating Kondisi Jalan Nasional
a Kinerja IKK : Tingkat pencapaian Kinerja pelaksanaan . o
Pelayanan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional el QULIL
Jalan Parameter  Rating kondisi jalan nasional 2,63 2.67
Nasional Rincian Qutput
CBROO1  Lavananpenyiapandan Pengendalian 1,00 Dokumen 15,00 Dokumen
Pelaksanaan

Meningkatny | IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian
a Kualitas PUPR
Tata Kelola IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola

Kementerian | Penyelenggaraan Jalan 100,00 e 100,00 L

?Hgi dT?e?mis . P ;"Zzggat Dukungan Manajemen Kementerian 100,00 100,00

Lainnya Rincian Output
EBA 962 Layyana Umum 15,00 Layanan 1,00 Layanan
EBA 994 Layanan Perkantoran 15,00 Layanan 1,00 Layanan
EBB 951 Layanan Sarana Internal 26,00 Unit 6,00 Unit

Anggaran Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan
Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga : Rp 32.224.541.000,-

2.2.2 Perjanjian Kinerja Revisi

Pada bulan Desember 2024 dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Revisi yang

menetapkan target kinerja dan alokasi anggaran BPJN Jayapura Tahun Anggaran 2024

berdasarkan Revisi DIPA status 31 Desember 2024. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun




Anggaran 2024 (Revisi) antara Kepala BPJN Jayapura dengan Dirjen Bina Marga dapat dilihat
pada Tabel 2.2.2 di bawah ini :
Tabel 2.2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024 (Revisi) BPJN Jayapura

Sasaran

Indikator Kinerja Baseline 2023 Target 2024

Program
Meningkatny | IKSP : Rating Kondisi Jalan Nasional

Kineri Ti - P
a Kinerja IKK ng!(at pencapaian kinerja p_elak_sanaan _ 103,04 % 100,00 %
Pelayanan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional
Jalan Parameter  Rating kondisi jalan nasional 2,63 2.69
Nasional Rincian Qutput

CBROO1  Lavananpenyiapandan Pengendalian 1,00 Dokumen 15,00 Dokumen
Pelaksanaan

Meningkatny | IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian
a Kualitas PUPR

Tata Kelola IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola

Kementerian | Penyelenggaraan Jalan 100,00 & 100,00 t

iggfs ('jl“;:zinis Parameter ;Zzg}l?(at Dukungan Manajemen Kementerian 100,00 100,00

Lainnya Rincian Output
EBA 962 Layanan Umum 15,00 Layanan 1,00 Layanan
EBA 994 Layanan Perkantoran 15,00 Layanan 1,00 Layanan
EBB 951 Layanan Sarana Internal 26,00 Unit 6,00 Unit

Anggaran Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan

Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga Tahun 2023 (Revisi) : Rp 29.760.014.000

2.2.3 Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja

Pada bulan Desember 2024 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura telah menyusun
Perjanjian Kinerja (PK) Revisi yang selanjutnya ditetapkan menjadi DIPA akhir BPJN Jayapura
Tahun Anggaran 2024. Pada pelaksanaan kegiatan di sepanjang Tahun Anggaran 2024 terdapat
perubahan DIPA sebagai berikut :

2.2.4 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2024 (outcome)

Balai Besar Pelaksanaan Nasional Papua-Papua Pegunungan telah menyusun Perjanjian
Kinerja berdasarkan DIPA revisi pada bulan Desember 2024. Untuk output Layanan Penyiapan
dan Pengendalian Pelaksanaan, Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik, Layanan Sarana
Internal, dan Layanan Perkantoran yang terdapat dalam Indikator Kinerja Program Tingkat
Dukungan Manajemen Kementerian PUPR tidak ditampilkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun
Anggaran 2024 (Revisi) satker BP]N Jayapura namun rinciannya terdapat dalam Catatan Kaki PK
tersebut. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2024 (Revisi) satker
BPJN Jayapura mengacu pada ketentuan Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator
Kinerja Sasaran Program yang terdapat dalam Renstra Ditjen Bina Marga 2020 - 2024. Berikut

merupakan Tabel Perbandingan (Outcome) dan Sandingan (Output) PK Awal dengan PK Revisi

Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :




Tabel 2.2. 3 Perbandingan Indikator Kinerja Program

PK Awal dengan PK Revisi Tahun Anggaran 2024

TARGET
NO OUTPUT SATUAN PK PK KETERANGAN
AWAL REVISI
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja
Pelayanan Jalan Nasional

1 | Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional % = =

2 Rating Kondisi Jalan Nasional Nilai 2,67 2,69
3 Rating Keselamatan Jalan Nasional Nilai

Total Anggaran ‘

2.2.5 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2024 (output)

Tabel 2.2. 4 Perbandingan Target PK Awal dengan PK Revisi Tahun Anggaran 2024

TARGET
NO OUTPUT SAT PK RE‘I,(IS KETEINW‘]GA
AWAL I
IKP 2 : Rating Kondisi Jalan Nasional
Indikator Kinerja Kegiatan
CBR Layanan penyiapan dan Dokume
24 001 Pengendalian Pelaksanaan n R
IKP : Tingkat Dukungan Manajemen
Kementerian PUPR
Indikator Kinerja Kegiatan
28 ggg Layanan Umum Layanan 1,00 1,00
EBA
29 994 Layanan Perkantoran Layanan 1,00 1,00
EBB .
30 951 Layanan Sarana Internal Unit 6,00 6,00
Total Anggaran

2.3 Metode Pengukuran

2.3.1 Metode Pengukuran terhadap indikator Kkinerja Tingkat Aksesibilitas,
Rating Kondisi, Rating Keselamatan dan Dukungan Manajemen (Dukman)
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik

Indonesia Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, salah satu

fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka




menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan
melakukan Kklarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk
memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran,
dan tujuan, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra. Pengukuran kinerja
dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja
yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan) dan tahunan.
Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan
posisi kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran Kinerja Eselon III Balai Besar Pelaksanaan Nasional Papua-Papua
Pegunungan Tahun 2024 dilaksanakan terhadap realisasi kinerja aktual Perjanjian Kinerja
Tahun 2024 sebagai ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar Pelaksanaan Nasional Papua-
Papua Pegunungan Tahun 2024 yang diturunkan dari kebijakan program dan sasaran
sebagaimana tercantum dalam Renstra Ditjen Bina Marga 2020 - 2024. Gambaran tahapan

pengukuran kinerja dapat dilihat lebih lanjut pada Gambar 2.5 di bawabh ini:

Sasaran mencapai | Tujuan Stratejik
#inian Q. cacaran .
‘ Sasaran Stratejik

Kebijakan

A 4

Program

' Capaian Kinerja Indikator
Sasaran Kineria Sasaran

4

Kegiatan

Capaian Kinerja Indikator
Kinerja Kegiatan

Gambar 2.3. 1 Tahapan Pengukuran Kinerja

Untuk memonitor kemajuan pelaksanaan kegiatan maka setiap bulan dilakukan monitoring dan evaluasi
kinerja melalui kegiatan rapat monitoring dan evaluasi kinerja dan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi
kinerja. Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kinerja bulanan menggunakan data rencana aksi kinerja
yang ditetapkan bersamaan dengan penetapan perjanjian kinerja. Rencana aksi kinerja memuat target-target

bulanan yang harus dipenuhi untuk mencapai target tahunan. Laporan monitoring dan evaluasi kinerja bulanan



tersebut memuat realisasi kinerja pada bulan yang bersangkutan dibandingkan dengan target bulanan. Adapun
realisasi kinerja dimonitor dengan kriteria:
a. Capaian target secara periodik dipantau kemajuannyaj;
b. Setiap ada deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya;
c. Terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan mengetahui progres kinerja terbaru.
Metode Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program dan Pengukuran Kinerja diuraikan pada Tabel
2.3.1 dan Tabel 2.3.2 seperti tampak dibawah ini :

Tabel 2.3. 1 Metode Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program

Cara Pengukuran Sumber Data

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional

1. Tingkat % IKP Rating Kondisi Jalan didefinisikan sebagai nilai e SK Jalan Nasional;
Rating rata-rata terbobot dari beberapa komponen individu yang e Data Rencum Jangka
Kondisi Jalan sudah umum digunakan dalam menilai kondisi dari suatu menengah dari KSJJ;
Nasional segmen jalan, yaitu: e Data hasil Survei Kondisi

e Kekasaran / Roughness (nilai international Jalan, Jembatan, Lereng
roughness index, IRI) di ruas Jalan Nasional

o Kondisi Permukaan Perkerasan / Pavement penanganan BPJN
Surface Condition (PCI) Jayapura

e Sisa Umur Perkerasan / Remaining Useful Life
(Pavement Strength)

o Efektivitas Drainase / Drainage Effectiveness
(Surface Drainage and Subsoil Drainage)

Skor IKP [ r— Rentana IRI
Deskripsi Cie ntang
Roughness Jalan Berpenutup Jalan Tanpa Penutup

1 Sangat. Bajk R <2 Ri<4

B<Ri<14

2
3+
4
5
3

Kondisi Permukaan Perkerasan (PCI) dan Sisa Umur

Perkerasan (RSL)
Skala Penilaian KPI PCI

Skor IKP Kondisi

Permukaan Jalan Deskripsi Rentang PClsina
1 Sangat Baik PCl > 85
2 Baik /0 < PCl <85
3 Sedang 55 <PCl <70
4 Rusak Ringan 25 < PCl <55
5 Rusak Berat PCl < 25




Sasaran Program Satuan

Cara Pengukuran

Pmana

e SN = Nidot Sewhtwral Perkeracan

o dy = deflehst sensiv dy FWD yung sudoh dinsrms

Sumber Data

s 6

a5t ke deban 50 N (murony)

A

A\’ -! : "'" :" s
b T perkeratan
opal Tl depth deperaban sebage debust)
Aspel Tiphs Tak Terkn
Fopal Tipa Stebiued
Asgal Fall Dwpth
[ “MEAA 1+
o /AT
RSL = — 450 — -1 Haewn
N{1+1)
Dirmans
DO = Siea Uniar Perkaranas (dalas tdvan)
AP = S Koguoitas Seviaared (MESA
&SNP Nl Snucrersdl Peckoracan
o 1 Lale pertunirhan by Breas
. 3 ¥ et
I I e
RSLw =—o% hareas
Jihae (RS - @ tans todak e daste , make disrwind aiba A51 tahan
jike IR « 2, wake diesbel natat RSL = 35 (rahwn
[ ¥ |
IRS Lygrax ™ max (RS, . 0) Raaras ¥
e
.50) R 1)

;’"5[',"--!‘ o N (RS Lo
|

Skala Penilaian IKP Sisa Umur Struktur Perkerasan

Skor IKP Sisa Umur
Struktur Perkerasan

r
‘.
il
!

Efektivitas DrainaseA

Rentang RSL (tahun)

Skala Penilaian KPI Efektivitas Drainase Permukaan

Skor IKP
Sub-
Komponen
Drainase
Permukaan

Deskripsi

Kombinasi PCI dan Terrain
Datar

Rentang
PClw

Terrain

Kombinasi PCI dan Terrain
Berbukit/Pegunungan

Rentang PClow

Skala Penilaian IKP Sub-Komponen Drainase Subsoil




Sasaran Program Satuan Cara Pengukuran Sumber Data

Skor IKP Sub-Komponen e Infrastruktur Drainase
Drainase Subsoil Deslaiesl Tersedia

Faktor Penyesuaian Nilai Kondisi

Faktor Penyesuaian Nilai Kondisi

Medan

(Terrain) Barbuktan/Pegunungan -1 Ssmakin Balk

Tanga penyR +1 Semakin Ruruk

Bahu

Lebib.tingai darl Remoukaan alan +1 semakin Rutak

Efektivitas Drainase Permukaan
Efektivitas Drainase Permukaan

Sub-komponen yang Dinilai Bobot

Kondisi permukaan jalan

Rutting (luas dan tingkat keparahan)
Kondisi bahu

Efektivitas Drainase Subsoil

Sub-komponen yang Dinilai Bobot

Kondisi stuktural 50%
Serviceabllity 50%
Faktor Pembobot KPI Final
Komponen KPI Individu ‘ Faktor Pembobot
Kekasaran (IR) 60%
Kondisi Permukaan Perkerasan (PCI) 10%
Sisa Umur Perkerasan (RSL) 15%
Efektivitas Drainase 15%

Tabel 2.3. 2 Metode Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan/Output Fisik

Indikator Kinerja Kegiatan/ Sumber
m Output SEWIED] Cara Pengukuran Data
Rating Kondisi Jalan Nasional
Layanan Penyiapan Dok realisasi Penyiapan Pengendalian E-monitoring
Pengendalian dan Pelaksanaan dan Pelaksanaan SIPP
2 | Layanan Umum Layanan realisasi Layanan Umum E-mglr;pltlgrlng
E-monitoring

3 | Layanan Perkantoran Layanan realisasi Layanan Perkantoran SIPP




m Indikator Kinerja Kegiatan/ Satuan Cara Pengukuran
Output
4 | Layanan Sarana Internal Layanan realisasi Layanan Sarana Internal E-mglr;t;rlng

Sesuai dengan informasi yang tertera pada tabel diatas, dalam memperoleh data kinerja pelaksanaaan
penanganan jalan dan jembatan di lingkungan BPJN Jayapura baik bulanan maupun tahunan telah didukung
dengan sistem pengelolaan data kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
melalui Sistem Informasi Integrated electronic Monitoring (emonitoring.pu.go.id) dan SiPP (sipp.pu.go.id) sebagai
basis data yang sistematis. Pengumpulan data dilakukan oleh petugas penyusun Laporan Monitoring dan

Evaluasi Kinerja dengan berkoordinasi dengan petugas e-Monitoring/ SIPP dan juga PPK dan Kasatker terkait.

2.4 TargetKinerja Tahun Berjalan Menurut Renstra

Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Pelaksanaan Nasional Papua-Papua Pegunungan sebagai
bentuk penjabaran atas Renstra atau RPJM Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2020-2024 merupakan wujud
penetapan rencana, sekaligus sebagai pengendali pelaksanaan penanganan jalan dan jembatan di lingkungan
Balai Besar Pelaksanaan Nasional Papua-Papua Pegunungan. Dokumen Renstra ini menjadi arahan bagi setiap
kegiatan dalam lingkup Balai Besar Pelaksanaan Nasional Papua-Papua Pegunungan dan sebagai acuan
dalam mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerja yang dipastikan selaras dan searah dengan kebijakan-
kebijakan yang tertuang dalam RPJM maupun Visi, Misi, ditingkat Direktorat Jenderal Bina Marga atau
Kementerian PUPR.

2.4.1 Sandingan Outcome dan Target pada Perjanjian Kinerja 2024 dengan

Renstra 2024

Sandingan target yang terdapat di bawah ini merupakan sandingan outcome dan target yang tercantum pada
Perjanjian Kinerja (Revisi) Balai Pelaksanaan Nasional JayapuraTahun Anggaran 2024 dengan Target Tahun
2024 pada Renstra Balai Pelaksanaan Nasional Jayapura 2020-2024, sebagai berikut :

Tabel 2.4. 1 Sandingan Outcome dan Target pada Perjanjian Kinerja dengan
Renstra BPJN Jayapura Tahun 2024

TARGET

NO IKSP SATUAN PERJANJIAN | REVISI | KETERANGAN
RENSTRA | " (INERJA | AKHR

Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional

1 Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional % 87,9 - -
2 Rating Kondisi Jalan Nasional Nilai 2,50 2,69 2,69
3 Rating Keselamatan Jalan Nasional Nilai 2,82 - -

n dan Tugas Teknis Lainnya
% 84,12 100,00 100,00

Tingkat Dukungan Manajemen
Ditien Bina Marga




BAB III
AKUNTABILTAS KINERJA

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku entitas Kementerian
menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara selaras dan sesuai
dengan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini
ditegaskan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor : 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan Menteri ini
dimaksudkan sebagai panduan bagi setiap entitas dalam penyelenggaraan SAKIP untuk
mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi hasil. Adapun ruang lingkup SAKIP dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

Penyelenggaraan SAKIP;

b. Rencana Strategis;

c. Perjanjian Kinerja;

d. Pengukuran Kinerja;

e. Pengelolaan Data Kinerja;
f. Pelaporan Kinerja; dan

g. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Laporan Kinerja Balai Besar Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan merupakan
perwujudan kewajiban dari instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan, kegagalan, pelaksanaan kebijakan dan program organisasi dalam mencapai
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik
yaitu dilakukan pertahun kegiatan. Siklus Akuntabilitas Kinerja yang juga diterapkan pada
pelaksanaan SAKIP di lingkungan Balai Besar Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan dapat

dilihat pada Gambar 4.1 berikut ini:

Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN}

Rencana
Strategis

Rencana Kerja { Renja I{/L}

Rencana Kinerja Rencana Kerja
Tahunan {RKT} Anggaran {RKA-KL)

Akuntahbilitas Daftar Isian
Kinerja Penggltga[ l:;;gg'”‘“

Pengukuran Kinerja

Do kumen Perjanjian
Evaluasi Kinerja Kinerja

Gambar 3. 1 Siklus Akuntabilitas Kinerja



3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
Berdasarkan penilaian komponen Evaluasi SAKIP sebagaimana dinyatakan dalam peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021
tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, hasil penilaian implementasi atas SAKIP pada Satuan Kerja Balai

Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun Anggaran 2023 sebesar 77,65% dengan kategori sangat baik (BB). Dari hasil penilaian

tersebut terdapat beberapa rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang perlu ditindaklanjuti. Adapun progres rencana tindak lanjut dari

hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 dapat dilihat pada tabel I11.2 dibawah ini :

Rekomendasi Atas Progres yang telah
No  Evaluasi Implementasi Rencana Tindak Lanjut dilaksanakan sampai saat Dokumentasi
SAKIP Tahun 2023 ini
A. Perencanaan Kinerja
1. Melengkapi bukti 1. Akan Melengkapi bukti Rekomendasi telah
dukung berupa PK dukung berupa PK Revisi dilaksanakan Al
Revisi 2020 yang sudah 2020 yang sudah
ditandatangani Dirjen ditandatangani Dirjen Bina REIoI DAN N PK
Bina Marga Marga OV KINERIA
2. Melampirkan matriks/ 2. Akan melampirkan matriks/ BALAI PELAKSANAAN JALAN
paparan/notulen yang paparan/notulen yang HrsionabanyaRing
memuat arahan memuat arahan kebijakan
kebijakan penyusunan penyusunan Perjanjian
Perjanjian Kinerja (PK) Kinerja (PK) internal BPJN 2 4
internal BPJN Jayapura Jayapura di tahun
3. Menambahkan bukti selanjutnya
supervisi berjenjang 3. Akan Menambahkan bukti
terkait penyusunan supervisi berjenjang terkait
penyusunan Perjanjian penyusunan penyusunan
Kinerja (PK) dari Perjanjian Kinerja (PK) dari
pimpinan pimpinan pada tahun
selanjutnya
B. Pengukuran Kinerja
1. Pengukuran kinerja 1. Akan mencantumkan Rekomendasi telah
yang Mencantumkan pengukuran kinerja capaian | dilaksanakan




No

Rekomendasi Atas

Evaluasi Implementasi

SAKIP Tahun 2023
capaian IKSP dalam
laporan monev kinerja
bulanan

Melampirkan bukti
dukung sosialisasai
SKP di internal BPJN
Jayapura

Rencana Tindak Lanjut

IKSP dalam laporan monev
Kinerja bulanan tahun
selanjutnya

. Akan melampirkan bukti

dukung sosialisasi SKP di
Internal BPJN Jayapura
pada tahun selanjutnya

Progres yang telah
dilaksanakan sampai saat
ini

Dokumentasi

C. Pelaporan Kinerja

1.

Melampirkan
penyampaian Laporan
kinerja 2019-2022
Mencantumkan analisis
dan evaluasi realisasi
kinerja dengan target
jangka menengah
dalam Laporan Kinerja

. Mencantumkan analisis

dan evaluasi yang
memadai tentang
realisasi kinerja dengan
realisasi kinerja tahun-
tahun sebelumnya
Mencantumkan
Laporan Kinerja belum
menyajikan analisis dan
evaluasi atas
perbandingan realisasi

. Akan melampirkan

penyampaian laporan
kinerja tahun 2019-2022

. Akan mencantumkan

analisis dan evaluasi
realisasi kinerja dengan
target jangka menengah
dalam Laporan Kinerja
tahun selanjutnya

. Akan mencantumkan

analisis dan evaluasi yang
memadai tentang realisasi
kinerja dengan realisasi
kinerja tahun-tahun
sebelumnya pada laporan
kinerja tahun selanjutnya

. Akan mencantumkan

analisis dan evaluasi atas
perbandingan realisasi atau

Rekomendasi telah
dilaksanakan

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

SATUAN KERJA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL

JAYAPURA




No

Rekomendasi Atas
Evaluasi Implementasi
SAKIP Tahun 2023

atau capaian
organisasi/instansi
dibanding realisasi atau
capaian
organisasi/instansi
sejenis/setara/selevel
5. Melampirkan
Materi/bahan paparan
penyusunan PK
(internal BPJN
Jayapura) belum

Rencana Tindak Lanjut

capaian organisasi/instansi
dibanding realisasi atau
capaian organisasi/instansi
sejenis/setara/selevel pada
laporan kinerja tahun
selanjutnya

5. Akan melampirkan

ateri/bahan paparan
penyusunan PK (internal
BPJN Jayapura) pada tahun
selanjutnya

Progres yang telah
dilaksanakan sampai saat
ini

Dokumentasi

diupload
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
1. Melampirkan BA 2022 | 1. Akan melampirkan BA 2022 | Rekomendasi telah
2. Mengikuti 2. Akan Mengikuti dilaksanakan

bimtek/sosialisasi/works
hop evaluasi SAKIP

bimtek/sosialisasi/workshop
Evaluasi SAKIP bagi Tim
yang belum mengikuti
bimtek/sosialisasi/workshop
Evaluasi SAKIP sesuai
dengan yang ditetapkan
pada SK Tim Evaluasi




3.2 Capaian Kinerja Unit Kerja/UPT

3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program TA. 2024

Satker Balai Pelaksanaan Nasional Jayapura tahun 2024 mempunyai 4 (empat) Rincian
Output (RO) yang nilai capaiannya harus diukur setiap tahunnya. Pengukuran kinerja dilakukan
sesuai tabel kriteria yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kategori warna
disesuaikan dengan angka pencapaian yang kemudian diisikan ke dalam kolom evaluasi
sehingga dapat diketahui keberhasilan/kegagalan indikator kinerja selama periode yang
dilaporkan.

Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (Revisi) Tahun Anggaran 2024 Satker BPJN
Jayapura telah mengacu pada ketentuan Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator
Kinerja Sasaran Program yang terdapat dalam Renstra Ditjen Bina Marga 2020 - 2024. Seperti
yang telah dibahas pada bab sebelumnya, terdapat perubahan pada Sasaran Strategis, Sasaran
Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program yang digunakan. Sesuai dengan Renstra Ditjen
Bina Marga 2020 - 2024, untuk mendukung capaian program Infrastruktur Konektivitas dan
Dukungan Manajemen, maka ditentukan sasaran strategis antara lain “Meningkatnya
Konektivitas Jaringan Jalan Nasional” dan “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian
PUPR dan Tugas Teknis Lainnya”. Sehubungan dengan upaya mendukung pencapaian sasaran
strategis tersebut, terdapat 2 (dua) Program yang harus dipenuhi oleh Ditjen Bina Marga hingga
akhir tahun 2024 yaitu Infrastruktur Konektivitas dan Dukungan Manajemen. Adapun kedua
program tersebut masing-masing memiliki Sasaran Program sebagai berikut :

3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional
Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :
Rating Kondisi Jalan Nasional (Nilai gabungan antara nilai IRI, PCI, umur struktur jalan, dan
drainase jalan pada seluruh ruas jalan nasional);

4. Meningkatnya dukungan manajemen birokrasi yang professional, tepat, cepat, dan
akuntabel
Dengan Indikator Kinerja Program yang berupa Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian
PUPR.

Tabel di bawah ini merupakan capaian Indikator Kinerja Sasaran Program pada tahun 2024:



Tabel 3.2. 1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA CAPAIAN KETERANG
NO SASARAN PRO GRA{VI SAT TARGET | REALISASI (%) AN
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional
1 Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional % = =
2 Rating Kondisi Jalan Nasional Nilai 2,69 2,69 100,00
3 Rating Keselamatan Jalan Nasional Nilai -

‘ Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

Tingkat Dukungan Manajemen Ditjen

. % 100,00 100,00 100,00
Bina Marga

3.2.2 Perbandingan target (PK Revisi dan DIPA Revisi Terakhir) dan realisasi

kinerja tahun ini

Untuk mendukung program penyelenggaraan jalan yang dilaksanakan oleh Direktorat
Jenderal Bina Marga, terdapat dukungan dari output-output fisik maupun non-fisik yang
masing-masing memiliki target yang telah ditentukan di dokumen Perjanjian Kinerja Unit Kerja
Eselon III Balai Besar Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2024. Adapun
capaian kinerja untuk output-output yang mendukung capaian Tingkat Aksesibilitas, Rating
Kondisi Jalan Nasional, dan Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR yang ditangani
oleh BP]N Jayapura adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. 2 Perbandingan Target Kinerja (PK Revisi dan DIPA Revisi Terakhir) dan
Realisasi Kinerja Tahun 2024
TARGET CAPAIAN (%)
REALIS  THD THD

OUTPUT REVISI ASI TARGET

AWAL TARGET

AKHIR REVISI
AWAL AKHIR

Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional

IKP 2 : Rating Kondisi Jalan Nasional

Indikator Kinerja Kegiatan

CBR Layanan penyiapan

1 001 dan Pengendalian Dokumen | 15,00 15,00 15,00 100,00 | 100,00
Pelaksanaan

Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya

IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR

Indikator Kinerja Kegiatan

2 ggg Layanan Umum Layanan 1,00 1,00 1,00 100,00 | 100,00
EBA Layanan

994  Perkantoran
EBB Layanan Sarana

951 Internal

3 Layanan 1,00 1,00 1,00 100,00 | 100,00

Unit 6,00 6,00 6,00 100,00 | 100,00




Berdasarkan Tabel 3.2.2 di atas, diketahui rata-rata capaian Kinerja untuk seluruh
output yang mendukung capaian Tingkat Aksesibilitas, Rating Kondisi Jalan Nasional, Rating
Keselamatan Jalan Nasional, dan Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR di Balai
Jalan Nasional Jayapura Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 100% (terhadap target
awal) dan 100% (terhadap target revisi terakhir), keduanya termasuk dalam kategori
Sangat Memuaskan. Pencapaian ini dihasilkan berdasarkan rata-rata realisasi kinerja yang
berhasil dicapai sepanjang Tahun Anggaran 2024. Realisasi tiap bulannya disampaikan melalui

penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kinerja bulanan sebagai salah satu alat kontrol

dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di sepanjang Tahun Anggaran 2024.




3.3 Analisis Perbandingan Kinerja/UPT

3.3.1 Membandingkan antara capaian Kinerja outcome tahun ini dengan beberapa tahun terakhir (2020,2021,2022,2023,dan
2024)

Selama kurun waktu 2020 - 2024, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura telah memelihara, meningkatkan dan membangun jalan nasional
maupun ruas-ruas yang menjadi proyek prioritas dan strategis nasional. Melihat kinerja Balai Besar Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan selama
kurun waktu tersebut, terdapat beberapa target dan sasaran yang sudah terpenuhi dan yang masih belum terpenuhi. Untuk mengetahui capaian
kinerja Balai Besar Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan tahun ini dengan tahun sebelumnya terhadap target awal yang tercantum dalam
Perjanjian Kinerja Revisi yang ditandatangani oleh Kepala Balai dan Dirjen Bina Marga, dilakukan perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan
beberapa tahun terakhirdengan hasil rata-rata capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3. 1 Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan terhadap Target Awal (PK Revisi) Tahun 2020 — 2024

2020 2021 2022 2023 2024

SAT — T KINERIA
TARGET REAL‘ K"},',ZJA ‘ TARGET REAL KINERJA  1\RGET REAL K'N,',ZR ol TARGET‘ REAL ‘ KINERIA  1prger  ReaL KINERJA

(%) B ) e () B

Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja
Pelayanan Jalan Nasional

1| atng Fondisl alan Niai | 312 | 267 | 8558 | 284 | 289 | 10176 | 276 | 276 | 10000 | 276 | 276 | 100,00 2,69 260 | 100,00
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan
Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya
Tingkat Dukungan
2 | Manajemen Kementerian % - - - - - - 100,00 | 100,00 | 100,00 100,00 | 100,00 | 100,00 100,00 100,00 100,00
PUPR




Dari hasil perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun - tahun sebelumnya terhadap target awal yang tercantum dalam PK Revisi, terlihat
bahwa terjadi penurunan dan peningkatan capaian kinerja dari tahun 2020 ke 2023, capaian rata-rata kinerja di tahun 2020 bisa menembus di atas
100% disebabkan karena adanya Revisi DIPA yang berupa penambahan target pada beberapa output untuk mengejar tersambungnya Trans Papua di
2020. Capaian Kinerja yang berhasil diraih di Tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan terdapat tiga paket TA. 2021
yang didanai dengan SBSN yang penyelesaiannya melewati tahun anggaran (bekerja di masa denda), serta terdapat kegiatan revitalisasi drainase
yang kinerjanya tidak maksimal dikarenakan adanya permasalahan sosial kemasyarakatan terkait hak ulayat dan konflik terkait penggunaan tenaga
kerja lokal, dan lokasi yang sulit untuk dikerjakan (banyak terdapat daerah patahan dan longsoran). Satu Indikator Sasaran Kinerja Rating Kondisi
yang berhasil diraih di Tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dikarenakan penanganan-penaganan yang telah dikerjakan pada
tahun anggaran 2022. Pada tahun anggaran 2023 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura dengan komitmen yang baik dapat menyelesaikan

paket-paket dapat direalisasikan sesuai dengan target sehingga nilai kinerja untuk tahun 2023 sebesar 100%.



3.4 Analisis Realisasi Anggaran

3.4.1 Analisis Realisasi Anggaran

Pada bulan Desember 2024 Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura telah

menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Revisi yang selanjutnya ditetapkan menjadi DIPA akhir Satker

BPJN Jayapura Tahun Anggaran 2024. Pada pelaksanaan kegiatan di sepanjang Tahun Anggaran

2024 terdapat perubahan DIPA sebagai berikut :

Jumlah Anggaran Kegiatan Awal Tahun 2024

Jumlah Anggaran Revisi Tahun 2024

: Rp 32.244.541.000,-
: Rp 29.760.014.000,-

Pada pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 tidak adanya pengurangan nilai DIPA

keseluruhan untuk Satker BPJN Jayapura. Pada tabel 3.4.1 menunjukkan alokasi anggaran DIPA

setelah di revisi setiap satker di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.

Tabel 3.4. 1 Kronologis Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan BP]N Jayapura

NO. URAIAN

NOMOR DIPA

TANGGAL
DIPA

NILAI DIPA

SEBELUM
REVISI

SESUDAH
REVISI

ALASAN
PERUBAHAN

SATUAN KERJA BP)N JAYAPURA

DIPA SP DIPA-
1 AWAL 033.04.1.4480 24-Nov-23 32.244.541.000
13/2024
Pergesaran
SP DIPA- Anggaran
2 REVISI 1 033.04.1.4480 12-Feb-24 32.244.541.000 32.244.541.000 | Kewenangan KPA TETAP
13/2024 dan Revisi Hal. 11
DIPA
SIF Revisi Halaman. 111
3 REVISI 2 DIPA033.04.1.4 | 24-April-24 | 32.244.541.000 32.244.541.000 DIPA ) TETAP
48013/2024
SP DIPA- Revisi Pemanfaatan
4 REVISI 3 033.04.1.4480 14-Jun-24 32.244.541.000 31.454.433.000 | Sisa Hasil Tender TETAP
13/2024 Kewenangan DJA
SP DIPA- PR
5 REVISI 4 033.04.1.4480 09-Jul-24 31.454.433.000 31.454.433.000 & TETAP
13/2024 KPA dan Rev Hal III
DIPA
s oo RS
6 REVISI 5 033.04.1.4480 12-Sep-24 31.454.433.000 31.454.433.000 TETAP
13/2024 KPA dan Rev Hal III
DIPA
Revisi Kanwil dalam
SP DIPA- Rangka
7 | REvisi 6 9330414480 | o o104 | 31.454433.000 | 31.454.433.000 | PemutakhiranPOK TETAP
13/2024 dan Rencana
Penarikan Hal III
DIPA
SP DIPA- Revisi P faat
evisi Pemanfaatan
8 REVISI 7 i 1 11-Nov-24 31.454.433.000 29.760.014.000 | Sisa Anggaran BERUBAH
13/2024 Kewenangan DJA




NILAI DIPA

TANGGAL ALASAN
NO. URAIAN | NOMOR DIPA DIPA SEBELUM SESUDAH PERUBAHAN
REVISI REVISI
SP DIPA- Revict Permant
evisi Pemanfaatan
04.1.44
9 |Rrevisig 9330 80 1 06-Des-24 | 29.760.014.000 | 29.760.014.000 | Sisa Anggaran TETAP
13/2024 Kewenangan DJA
Revisi Kanwil dalam
SP DIPA- Rangka
10 | REvisig 0330414480 |y o4 | 29.760.014.000 | 29.760.014.000 | PemutakhiranPOK TETAP
13/2024 dan Rencana
Penarikan Hal III
DIPA
SP DIPA- Reici b
evisl rergeseran
11 | Revisi1o 0330414480 |y oo oa | 20.760.014.000 | 29.760.014.000 | Alokasi Kewenangan TETAP
13/2024 pal
Revisi Kanwil dalam
SP DIPA- Rangka
12 | REvisiir 9330414480 0 hecoa | 20.760.014.000 | 29.760.014.000 | PemutakhiranPOK TETAP
13/2024 dan Rencana
Penarikan Hal III
DIPA

Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi

terjadinya perubahan pada total alokasi DIPA keseluruhan di lingkungan BPJN Jayapura yang

dirangkum melalui informasi sebagai berikut :

1. Pergeseran Anggaran Kewenangan KPA dan Revisi Hal I1I DIPA
2. Revisi Pemanfaatan Sisa Hasil Tender Kewenangan DJA

3. Revisi Pergeseran Alokasi Kewenangan KPA

3.4.2 Perbandingan Realisasi Anggaran TA. 2024 dengan Tahun sebelumnya

Pada subbab ini disajikan perbandingan antara kinerja penyerapan anggaran pada tahun berjalan

disandingkan dengan kinerja penyerapan anggaran pada tahun sebelumnya. Penyajian informasi

dilakukan baik dalam bentuk narasi maupun tabel/grafis




Tahun Anggaran 2023 Tahun Anggaran 2024

Indikator Kinerja Pagu Re‘zll{isaSi Pagu il
R ib p R ib eallsasi
(Eehabul ribu D31 Rp ribu

IKSP : Rating Kondisi Jalan Nasional

IKK : Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi
dan peningkatan kapasitas jalan nasional

Parameter : Rating Kondisi Jalan Nasional

1

Layanan penyiapan dan Pengendalian

Pelaksanaan 14.266.840 12.342.327  12.267.849
IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR
IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola
Penyelenggaraan Jalan
Parameter : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian

CBR 001

PUPR

EBA 962 Layanan Umum 1.117.803 2.665.423  2.605.796
EBA 994  Layanan Perkantoran 15.642.852 14.722.264 14.679.994
EBB 951 Layanan Sarana Internal 50.000 30.000 27.730

TOTAL

3.5 PaketDiresmikan

Tidak terdapat paket diresmikan dan penghargaan yang diraih oleh BP]JN Jayapura pada

pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024




BAB IV
PENUTUP

4.1 Simpulan Umum

Kegiatan penanganan ruas jalan dan jembatan yang dilakukan oleh BP]JN Jayapura juga
diharapkan dapat menjadi solusi dalam menghadapi isu strategis pembangunan infrastruktur
yang sesuai dengan peraturan tata ruang sekaligus mendukung pengembangan pusat-pusat
pertumbuhan dan pengembangan kawasan strategis di Provinsi Papua yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
adalah Pusat Kegiatan Nasional (PKN),Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Strategis
Nasional (PKSN), Kawasan Andalan (sector unggulan yang prospektif dikembangkan), dan
Kawasan Strategis Nasional.

Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari BPJN Jayapura didukung oleh ketersediaan
Sumber Daya Manusia (SDM) dengan total sebanyak 74 orang pegawai baik yang terdiri dari
Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Non ASN. Alokasi DIPA Awal Satker BPJN
Jayapura Tahun Anggaran 2024 berdasarkan RKAKL Awal dan Perjanjian Kinerja yang disusun
pada bulan Januari 2024 tercatat senilai Rp 32.244.541.000,- dimana didalamnya terdiri dari
alokasi belanja pegawai, belanja modal, serta belanja barang (operasional dan non operasional).

Komposisi pendanaan pada BP]N Jayapura Tahun Anggaran 2024

4.1.1 Faktor Pendukung Keberhasilan

SDM merupakan faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dalam
pengelolaan suatu organisasi karena merupakan penggerak roda organisasi dalam mencapai
dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sumber Daya Manusia yang memiliki
komitmen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab paling berperan penting untuk
mencapai target kinerja. Selain itu SDM yang Disiplin melakukan pelaksanaan monitoring dan
evaluasi secara berkala dalam upaya kontrol kinerja Satuan Kerja, sehingga pada saat ditemukan
permasalahan dalam pelaksanaan di lapangan dapat segera dicarikan solusi sehingga target
penyerapan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan dapat terealisasi dengan baik, tepat mutu, dan
tepat sasaran. Komunikasi yang baik dengan stakeholder yang berada di lingkungan BPJN
Jayapura juga merupakan factor yang mendukung dalam keberhasilan pencapaian kinerja.
Faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung keberhasilan pencapaian kinerja pada Balai
Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan internet untuk mengakses informasi mulai dari keuangan, kinerja instansi,

sumber daya manusia dan masih banyak lagi. Contoh aplikasi yang membutuhkan



jaringan internet untuk mengaksesnya adalah SAKIP, e-monitoring, SAKTI, EHRM,e-
pelatihan,dan e-kinerja, dll

2. Lingkungan juga sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian kinerja, contoh
factor lingkungan adalah keadaan cuaca atau alam.

3. Sosial seperti adat, budaya, dan kondisi masyarakat sangat berpengaruh dalam
melaksanakan pekerjaan.

4. Hukum, contohnya ketika membuat trase ruas jalan baru dibutuhkan koordinasi

bersama pihak bersangkutan dalam perijinan berdasarkan hukum yang berlaku.

4.1.2 Faktor Penyebab Kegagalan

Faktor-faktor yang dapat dapat menyebabkan kegagalan dalam pencapaian kinerja pada
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan adalah

1. kelancaran penyelesaian pekerjaan di lapangan sangat dipengaruhi oleh keadaan
lingkungan seperti keadaan cuaca atau alam. Apabila serring terjadi hujan maka
pekerjaan tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal.

2. Sosial seperti adat, budaya, dan kondisi masyarakat sangat berpengaruh dalam
melaksanakan pekerjaan. Yang mengakibatkan kegagalan adalah masyarakat yang
melakukan pemalangan dikarenakan hak ulayat.

3. Komitmen yang dibuat oleh stakeholder, apabila tidak memiliki komitmen yang kuat

terhadap penyelesaian pekerjaan maka hal itu akan sangat mempengaruhi pencapaian.

4.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

a. Satuan Kerja sebagai unit yang paling berperan dalam capaian kinerja wajib
berkomitmen dan memperhatikan target yang telah ditetapkan pada awal tahun
sehingga meminimalisir masalah keterlambatan dari sisi administrasi dan progress
pekerjaan di lapangan;

b. Menjaga hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, aparat
keamanan setempat, serta pendekatan sosial dengan penduduk lokal, tokoh adat
wilayah setempat, tokoh pemuda, dan tokoh agama untuk meminimalisir konflik
sosial.

c. Menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan tokoh masyarakat/ketua
kampung sehubungan dengan upaya melakukan sosialisasi pelaksanaan program
padat karya dan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja lokal;

d. Mendorong dan memotivasi penyedia jasa agar bekerja tepat waktu, tepat volume

dan tepat biaya;



e. Sesuai dengan hasil evaluasi terhadap LKIP Satker BPJN Jayapura baik menyangkut
metode maupun proses perencanaan dan pengukuran kinerjanya, maka dipandang
perlu untuk menerapkan secara konsisten seluruh elemen SAKIP untuk peningkatan
penerapan Sistem AKIP dimasa mendatang;

Tindak Lanjut

a. Melakukan perbaikan dalam hal komunikasi baik melalui tatap muka langsung
(rapat/koordinasi) maupun tidak langsung (pesan singkat/email/telepon).

b. Merumuskan dan membuat SOP untuk seluruh kegiatan, terutama Pengelolaan
Keuangan, Monitoring dan Evaluasi serta Pengendalian

c¢. Meningkatkan dan mengontrol agar penggunaan anggaran dapat dialokasikan sesuai
prioritas

d. Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan mengenai pentingnya sistem

evaluasi kinerja untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami
yang bertandatangan di bawah ini:

Nama . BENYAMIN ELIESER PASURNAY
Jabatan ' KEPALA SATUAN KERJA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :HEDY RAHADIAN
Jabatan : DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

2. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian
ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jayapura, 05 Januari 2024

3 BENYAMIN ELIESER PASURNAY
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATKER BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Sasaran Program Indikator Kinerja Baseline 2023 Target 2024
Meningkatnya Kinerja IKSP : Rating Kondisi Jalan Nasional
Pel Jalan Nasional :Ti ian kinerj i
glayanan Jaian Nasiona IKK.. Tingkat penca.pa[efn kmer}al pelaksanaan preservasi dan 103,04 % 100,00 %
peningkatan kapasitas jalan nasional
Parameter Rating kondisi jalan nasional 2,63 2,67
Rincian Output
CBR 001 Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan 1,00 Dokumen 1,00 Dokumen
Rincian Output
Meningkatnya Kualitas Tata IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR
IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan 100,00 % 100,00 %
Jalan
Parameter Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR 100,00 100,00
Rincian Output
EBA 962 Layanan Umum 1,00 Layanan 1,00 Layanan
EBA 994 Layanan Perkantoran 1,00 Layanan 1,00 Layanan
EBB 951 Layanan Sarana Internal 11,00 Unit 6,00 Unit
Kegiatan : Anggaran
1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Rp 13.132.435.000
2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga Rp 19.112.106.000

Rp 32.244.541.000

Total Anggaran

/”T e

Di;éktar Jenderal'Bina Marga,

_~Benyamin Elieser Pasurnay




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SATKER BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO. | SASARANPROGRAM |  INDIKATOR KINERJARINGIAN OUTPUT VOLUME KOMPONEN SUB KOMPONEN LokAS) ANGGARAN | KETERANGAN
(Dalam Ribuan Rp)
1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8 (8)
32244541 | Total Anggaran
Menlngkatnya Kinerja
Pelayanan Jalan Nasional 1313243
Layanan penyiapan dan
gero] Pengendalian Pelaksanaan 1,00 Dokianen 13132435
Satker Balal Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura 9.960.108
310 Bantuan Teknis 9.960.108
SURVEY KONDISI JALAN DAN
AA  JEMBATAN BPIN Kab, Jayapura 5927.072
JAYAPURA
KONSULTAN MANAJEMEN PROYEK
4.033.036
B BN JAYAPURA e dayapua B
Satker Balai Pelaksanaan Jalan Naslonal Jayapura 3.172.327
401 Monitoring dan Fvaluasi 3.172.327
MONITORING DAN EVALUAS] PPK ,
A UMM DAN TATA UsatA Papua s
MONITORING DAN EVALUAST PFK
KETERPADUAN
AD PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Exle B
JALAN
MONITORING DAN EVALUAST PPK
AE  PEMBANGUNAN Papua 200628
JALAN DAN JEMBATAN
MONITORING DAN EVALUAST PPK
AF PRESERVAS/ Papua 209.628
RPP-RKT PKS TERKAIT
PENYELENGGARAAN RUAS JALAN
AC | INGKAR BIAk DI KAWASAN Eapua 126108
CAGAR ALAM BIAK UTARA
PENYUSUNAN SAKIP DAN
A PROGRAMANGGARAN TAHUNAN P SHEER
AKREDITAS! LABORATORIUM -
A BERAKREDITASI KAN Paplia i
AJ__ PELAKSANAAN Ul PETIC Papua 376,104
AK__PELAKSANAAN SERTIFIKAS AP Papua 187.650
KOORDINAS/ DAN EVALUAS!
AL PELAKSANAAN PROGRAM Papua 427624
PPK UMUM DAN TATA USAHA
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